GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 - 853 - 2023
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI AGAM
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)
dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2024
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan
peraturan  perundang-undangan yang lebih  tinggi,
kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta
Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dan RPD.

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubermur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Agam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).
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Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4355).

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentanyg
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik lndenesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keunangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757},

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6806).

Peraturan Permerintah Nomor 12 Tabhun 201% tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tekmis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Y9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
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MEMUTUSKAN :

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 tercanlum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kepulusan Gubernur ni.

Bupati Agam bersama Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah
menindaklanjuti hasil evaluasi  dengan melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Agam tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Darecrah dan Rancangan Peraturan Bupati Agam
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Angparan 2024 berdasarkan hasil evaluasi paling
lambat 7 (lujuh) han lerhitung sejak diterimanya Keputusan
Gubernur ini.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
Agam dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah, dan Bupati
Agam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Agam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
Agamn tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belamja
Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati,
Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam  Negeri,
selanjutnya Menteri Dalam  Negeri mengusulkan  kepada
Menteri Keuangan uniuk melakukan penundaan danjfatau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bupati Agam menyampaikan kembali Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Agam tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Agam
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan
dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada
Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan
NOmor register.

Bupati Agam menelapkan Rancangan Peraturan Daerzh
Kabupaten Agam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan DBupati Agam tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 menjadt Peraturan Daerah Kabupaten Agam
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Agam tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2024  setelah mendapatkan nomor  register
sebagaimana diktum KEEMPAT.
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Penganggaran, pelaksanaan  dan pertanggungjawaban
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 dan Peraturan Bupati Agam  tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan scbagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF
PEMERINTAH PROVING] SUMATERA BARAT

Ditetapkan di Padang

Hama

Jabatan

Sekrotaris Dasfah

pada tanggal 2! Desember 2023
GUBER SUMATERA BARAT,

- Gildara
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LDI
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Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah;
2. Kepala Perwakilan BPK Rl Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 8533 - 2023

TANGGAL 21 DESEMBER 2023

TENTANG EVALUAS] RANCANGAN PEERATURAN
DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI AGAM TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI AGAM TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerzh Kabupaten Agam tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mengujl kesesuaian Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan
Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
dengan :

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

B. Kcpentingan umurm,

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPD), Kebjjakan Umum APBD [KUA)
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara [PPAS); dan

0. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 avat (3] dan Pasal 313 ayat {1} Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah, serta Pasal 112 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenizng Pengelolaan Keuangan Daerah,
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan cleh
Bupati, meliputi:

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan
Perundang-indangan.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Bupati Agam dan DPRD
dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran APBD Tahun
Angparan 2024, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal
penyusunan APBD scbagaimana Tabel. 1, sebagal berikut :

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

FPenelapan/Persetujuan /Surat

Ma. Liraian Normor l S angl ket
' . ) i Tidak Sesual,
Pt:nclapa.ln s {paling lambat 1
! Ilifgfﬁzij‘nk;{:aum Tahun Nomar 12 Tahun 2023 5 Juli 2023 | satu miﬂE.E'.'_U S_Ct(._‘lah
! 20243 RKPL Provinsi ¢l
: 3 | tetapkan}




(2]

Penstapan,/ Persenijuan/ Surat

. I
No. Uralan Nomor Tanggal Ket. !
Peniyampaian Rancangan Tidak Sesval, i
5 | KUA dan RHancangan Ne910f44] iBRAD- 17 Juli 2023 [paling lambat !
. PPAS oleh Kepala Daerah Angp 2023 ' ) | mingeun I bulan
_hkepada DPRD i Juali)
. Kesepakatan antara Tidak Sesuai,
Homor 3 Tahun 2023 . [paling lambat
3 | Kepala Dagrgh da_n PRI Nomor L Tahun 2023 16 Agustus 2023 minggu Il bulan
atas Rancangan KA
o | Agusius)
Kescpakatan antara Tidak Sesuat,
4 . Kepala Daerah dan DPRD Homor 4 Tabun 2023 16 Agustus 2023 | (paling lambat
Momwr 2 Tahun 2023 mingeu I bulan
_atas Rancangan PPAS
Ao Agustus)
. Penyampaian Rancangan Tidak Sesuai,
Peraturan Daerah paling lambat
5 | tentang APBD oleh Ko.910/60U,/BKAD/ 2023 | 29 September 2023 | P08
i minggu Il bulan
Kepala Daerah kepada Septermle
. DFRD cplember)
) Sesvai,
i . [paling lambat 1
| Persetujuan bersama Nomor 10 Tahun 2023 30 November | [satu) bulan
& 1DPRI} dan Kepala Daerah e . .
L Nomar & Tahun 2023 2023 sebelum dimulainys
i Tentang Ranperda AFBD ]
i el AT gRrr an
i ; betkenaan)
" Menyampaikan !
Rancangan Peraturan Heauai,
Dacrah tentanp APGD {disamnpaikan 3 (tiga)
7 - dan Rancangan No.910/751 /TAPD/2023 | 1 Descmber 2023 | Dr scjak tanggal

i Peraturan kepala MDacrah

.| tentang Penjabaran APBED

- untuk dievaluasi

't (tuhermur :
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 telah disetujul bersama antara Bupati Agam dan DPRD pada
tangpal 30 Neovember 2023 dan telah disarmpaikan kepada Gubernur pada
tanggal 1 Desember 2023, sudah sesuai dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal
315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 teniang Penetapan Peraturan
Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana
ditegaskan pada Lampiran D tabel ¥ angka 5 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Angraran 2024, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi
paling lambat 3 {tiga] hari kerja segjak tanggal persetujuan bersama terhadap
Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun

FRancangan Peraturan

Anggaran 2024.

persetijuan
Rancangan Perda
APBRD)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan
PPAS yang discpakati antara Kcpala Daerah dan DPRD.

RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Agarn Tahun 2023 diletapkan pada tanggal 5
Juli 2023, belum sesual dengan Pasal 104 avat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negenn Nomor 86 Tahun 2017 lentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara Ewaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan .Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja




Pemcrintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menctapkan
Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota
paling lambat 1 (satu) minggu sctelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mans
penetapan RKPD Provinsi Sumatera Baral Tahun 2024 dilakukan pada
tanggal 27 Juni 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor
18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun
2024 oleh Bupati Agam kepada DPRD Kabupaten Agam pada tanggal 17 Juli
2023 dan kesepakatan antara Bupati Agam dengan DPRD Kabupaten Agam
terhadap KUA dan PPAS Tahun 2024 pada Langgal 16 Agustus 2023, belum
sesual dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa
penvampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 aoleh
Kepala Dacrah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu 1 Agustus
2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan
KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu 1 Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023 oleh
Bupati Agam kepada DPRD Kabupaten Agam pada tanggal 29 Scptember
2023, tidak sesual dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan
bahwa Penyampatan Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD colch
Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu |l bulan September bagi
dacrah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat
Minggu IV bulan Seplember bagi daerah yang menerapkan 6 {enam) han
kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun 2024 oleh DPRD Kabupaten Agam dengan Bupati Agam pada
tanggal 30 November 2023, sudah sesual dengan Tahapan dan jadwal
proses Penyvusunan APBD dalam Lampiran ) tabel 7 angka 7 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APRD) Tahun Anggaran 2024
yvang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
dilakukan paling lambat 1 {satu] bulan sebelum dimulainya tahun anggaran
berkenaan.

Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Agam agar lebih konsisten dalam
memenuhd tuhapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, mulai dari penetapan RKPD, penyusunan
dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD
untuk dibahas dan discpakati bersama untuk menjadi dasar  bagi
Pemerintah }aerah dalam menvusun, menyampaikan dan membahas
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai
dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 11! Peraluran Pemerintah
Normor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijjakan umum lerkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang
diangparkan dalam APBD. Penerimaan dacrah merupakan rencana
penenmaan daerah vang terukur secara rasional yang dapat dicapal untuk
setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan. vang terdiri atas pendapatan daerah dan
penernimaan pembiavaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana
pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana alas
penerimaan dacrah dalam jumlah vang cukup dan harus memiliki dasar
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hullum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang
melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika
anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia.

Pemerintah Kabupaten Agam dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lajn dengan
ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Alokasi target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan
memiliki kepastian serta sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4]
Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019, Berkaitan dengan hal
tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam menvusun
prognosis  target pendapatan  harus memperhatikan  realisasi
pendapatan daerah Tahun Angpgaran 2022 sebesar
Rpl.387.989.964.289 atau 97,37% dari total pendapatan daerah
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 dan realisasi pendapatan dacrah Tahun
Anggaran 2023 sampai dengan 10 November 2023 sebesar
Rpl.140.217.¥53.593 atau 75,63% dari total pendapatan dacrah
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun
Anggaran 2023,

b. Penganpgaran target pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran
2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas
Umum Daerah {RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah
dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui scbagai penambah  ckuitas vyang
merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran,
sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomer
12 Tahun 2019 dan butir C.l.a s/d C.1.] Lampiran Peraturan
Menter Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
mempertimbangkan paling sedikit kebyjjakan makre ekonomi daerah,
potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksud
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pecmcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

d. Melakukan relormasi kebijjakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi
melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan
pemulihan ekonomi dan restruktunisasi transformasi ekonormi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan
rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya
dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dengan
memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022
sebesar Rpl.437.208.850.221 atau 93,13% dari toal belanja daerah
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran
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2023 sampai dengan 10 November — 2023 sebesar
Rpl.112.182.233.018 atau 70,71% dari total belanja daerah dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran
2023.

Pemerintah  Daerah  Kabupaten Agam menyusun  program
pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan
daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan
pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik
dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana maksud butir
C.l.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023

belanja  daerah harus mendukung target capaian  pricritas
pembangunan nasional tahun 2024 sesual dengan kewenangan
masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan
pendapatan daerah, dan fokus pada pencapalan target pelayvanan
publik sebagaimana maksud butir C.1.m.l} Lampiran Pcraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

belanja daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan
transformasi ekonomi pating sedikit meliputi:

1} penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:
a) pengurangan bebhan pengeluaran masvarakat.
b peningkatan pendapatan masyarakat.
c¢) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,
2) penurunan stunting antara lain:
a) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu
harnil, bayi dan balita.

b} kegiatan vang mendukung intervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akscs air minum layak, akses sanitasi layak,
akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan
pendampingan keluarga rawan stunting.

¢l kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan
yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen
gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.

3] pengendalian inflasi antara lain:
a] peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategls.
b} pengendalian lzju zlih [ungsi lahan.
¢] pemberian bantuan scktor pertanian yang tepat sasaran.
d} pcnguatan tata kelola logistik daerah.
e] pengawasan harga dan operasi pasar.

4] peningkatan investasi antara lain:

a) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem
Online Single Submission (O35).

b) mendukung pengualan konektivitas dan kualitas sumber
daya manusia.

5] penguatan kualitas sumber daya manusia;
&) pembangunan infrastruktur; dan

7] peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam [SDA)J.
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e. Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan target capaian kinerja
program, kegiatan dan subkegiatan yvang konkrit dan tidak absurd
untuk belanja daerah, dengan tetap mcmperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

f. dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD,
Pemerintah Kabupaten Agam memprioritaskan alokasi anggaran
belanja pokok dibandingkan dengun alokasi anggaran belanja
penunjang guna mendukung capaian target kinerja program,
kepatan dan subkegiatan.

g. Belanja Daerah yang disusun harus berpedoman pada standar
narga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 20290 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana ‘
lelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraluran Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga BSatuan Regional dan butir C.1.m.5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

3. Kebijjakan Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan Dacrah mcrupakan sctiap penerimaan yang periu
dibayar kembali danfatau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran vyang berkenaan maupun pada
tahun tahun anggaran berikutnva, sebagaimana maksud Pasat 28
ayat (3] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir
C.l.n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 15 Tahun
2023.

b. klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja
pengelola keyangan daerah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. pembiayaan netto merupakan selisth  antara penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto
digunakan untuk mengpunakan surplus anggaran atau menutup
defisit anggaran.

Ili. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH
TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daecrah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.601.400.952.536
mengalami peningkatan sebesar Rpl33.520.500.720 atau  9,10%
dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.467 880,451 .816.

Pendapatan Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp219.618.685.458.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.381.032.267 078,
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Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 24 ayat [4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Agam juga harus melakukan reformasi
kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia
usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak
untuk percepatan pemulihan ckonomi dan restrukturisasi transformasi
ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.601.400.852.536
dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah
URAIAN JUMLAH (Rp)

PENDAPATAN DAERAH '
 PENDAPATAN ASLI DAERAH |PAD) ' 219.618.685.458
' Pajak Daerah ' 76.257.322.185
' Retribusi Daerah I B5.931.013.273
' Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20.275.591.000

Lain-lain PAD yang Sah ' 37.154.759.000
' PENDAPATAN TRANSFER ' 1.381.032.267.078
' Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat " 1.301.696.383.000
' Pendapatan Transfer Antar Daerah ' 79.335.884.078

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BAH 750.000.000
' Pendapatan Hibah ' 750.000.000

Jumlah Pendapatan ' 1.601.400.952.536

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yvang bersumber dari PAD
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 schesar Rp219.618.685.458.

Tarpet Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Perzandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD
Tahun Angparan 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.
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Selanjuinya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

d.

Pzjak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Ep76.257.322.185.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan
Pajak Daerah antara lain :

1} Pajak Hotel sebesar Rp2.000.000.000.

2} Pajak Restoran sebesar Rpd.000.000.000.

3} Pajak Hiburan sebesar Rpl.122.500.000.

4} Pajak Reklame sebesar Rpl1.026.500.000

3} Pajak Penerangan .Jalan sebesar Rp33.425.000.000.
] Pajak Sarang Burung Walet sebezsar Rp5.000.000.000.

7] Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  sebesar
Epll.129.253.500.

&) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (FBBP2)
sebesar Rp16.004.068.685.

91 Bea Perpnlehan Hak Atas Tanah dan Bangunan [BPHTB) sebesar
Ep1(.000.000.000,

Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Eetribusi Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp85.931.013.273.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek
pendapatan retribusi daerah antars lain

1} Retribusi Jasa Umum sebesar Rp281.520.000 dengan rincian
antara lain Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
sebesar Rp82.022.549.085 dengan rincian antara lain :

a] Retribusi Pelayanan Keschatan scbesar Rp 80.390.5326.285.

bk} Retribus1 Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar
Rpl.272.572.800.

2) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp3.879.464.188 dengan rincian
antara lain :

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerzah sebesar
Rp3.149.924.188.

b] Retribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar
Rp3d75.240.000.

3) Retribusi  Perpanan  Tertentu  sebesar Ep2S.000.000  yang
merupakan Retribusi Izin Trayvek untuk Menyvediakan Polayanan
Anglkutan Umum.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi dacrah dalam Rancangan
APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 harus didasarkan pada
peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, vang
disusun berdasarkan:
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(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampal dengan paling
lama 4 Januari 2024: dan

(2] Undang-Undang Nomor 1 Tabhun 2022 untuk target penerimaan
paling lambat 3 Januarn 2024 sampai dengan 31 Desember 2024,

sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1ja) dan butir C.2.a.1)b} Lampiran
Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang
Momor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampail dengan ditetapkannya
peraturan dacrah tentang APBD, penganggaran atas pencenmasrn pajak
daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Untuk
ilu. pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya
peraturan daecrah vang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022

Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009, masih dapal berlaku paling lama sampart dengan
tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah
ierkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,
mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampal dengan tanggal
4 Januari 2025,

Peraturan dacrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
mulai berlaku paling lambat tanggal S Januart 2024, sedangkan khusus
untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan
bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif
mulal berlakul sejak tanggal o Januari 2025, Selanjutnya, dikecualikan
uniuk dianggarkan dalam APBD atas penenmaan jenis pajak daerah
dan retribusi dacrah sebagal benikut:

(1) pajak kendaraan bermotor atas alal berat vang berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 153/PUD-XV /2017

{2] retribusi penpgantian biava cetak Kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil, scsuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20123
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan: dan

{31 retribusi izin gangguan, sesuai amanal Pasal 114 angka 2 Undang.
Undang Nomor 11 Tahun 20230 tentang Cipla kerja.

Pengecuaban 1 juga berlakue untuk jenis pajak dan retribus) daerah
lainnya, apabila diatur lam dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan larget pajak daerah dan retfibusi daerah dalam APBDR
Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 harus mempertimbangkan
paling sedikil kebijakan makro ekonemi daerah, polensi pajak daerah
dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomer |
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Selain
itu, penetapan target pajak dacrah dan retnbusi daerah dalam APBD
memperhatikan:

(1) pembenian keringanan. pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembavaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dacrah dan retvibusi
dacrah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nemor 1 Tahun
2022,

(2] kchijukan fiskal nasional, sesuni maksud Pasal 97 Undang-Undang
Nomor | Tahun 2022,
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insentif  fiskal yang dilakukan untuk mendukung  kebijakan
kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib
pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala
daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

fi}. kemampuan membavar wajib pajak dan wajib retribusi;

liit. kondisi tertentu objck pajak, seperti objek pajak  terkena
bencana alam, kebakaran, danjfatau penyebab lainnya yvang
terjadi hukan karcna adanyas unsur  kesengajaan  yvang
dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan
uniuk menghindari pembayaran pajak:

fiti]. untuk mendulung dan melindungi pelaku usaha mikre dan
ultra mikra,

fiv). untuk mendukung kebijakan  Pemerintah  Dacrah  dalam
mencapal program prioritas Dacrah; dan fatau

{vi. untuk mcendukung kebijakan pemerintah dalam  mencapai
program prioritas nasional, scsual maksud Pasal 101 Undang-
Undang.

sesuzi maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan per 1] November 2023, realisasi
Pendapatan Ash  Daerah (PAD] Kabupaten Agam  sebesar
Kpl118.349.453.529 atou 53% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah
pada Peraturan Dacrah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp221.421.207.314, yvang diuraikan antara lain :

1} Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp33.604.679.011 atau 46% dan
alokasi Pajak Derah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp73.629. 152185,

2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp2.439.718.805 atau 38%
dan alokasi Retribusi Daerah pada APBIY Tahun Anggaran 2023
sebesar Rpb.476.522.800.

Terhadap target wlokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
Rancangan Perda tentang APBD TA. 2024, Pemerintah Kabupuaten
Agam pertu menghitung kemball targel Pajuk Daerah dan Retribust
Daerah tersebut secara lebih cermat sesual dengan potensi nyata
yang dimitila, sehuinggu besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yany dianggarkan dalam APBD Kabupaten Agam
merupakan rencana Perierimaan Daerah yang terukur secara rastonal
dan dapat dicapai.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengangpearan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kkekayaan
Daerah  yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran |
Ringkasan APBD vang Diklasifikasi Menurut Kelempok dan Jenis
Pendapatan, Belanja. dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan
Oacrah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024
scbosar Rp20.275.591.004).

Mengingat masih belum optimalnya BUMD memberikan bagian laba
dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah
Kabupalen Agam, mazka penganggaran pendapatan Hasil
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Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan
modal dimaksud dengan jumlah total penvertaan modal Pemerintah
Kabupaten Apam sampai dengan Tahun Anggaran 2023 serta
memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

1] Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD wvang
mendapatkan investasi pemerintah daerah.

2] Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagt hasil investasi
sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.

3] Peningkalan penenmaan daerah dalam jangka waktu tlerientu
sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.

4) Peningkatan penverapan tenaga Kerja sejumlah tertentu dalam
janpgka waktu tertentu sebagal akibat langsung dari mmvestas
vang bersangkutan.

9) Permingkatan kesejahleraan masyarakal sebagai akibat dari
Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengclolaan Investasi Pemerintah
Dacrah schagaimana ditegaskan dalam butir €.2.a.2) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Agam juga harus melakukan
antara lain langkah-langkah cptimalisasi kinea BUMD yang tidak
menunjukkan kinerja yang memadai (Performance Based), atau
belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan
modal terscbut kepada Pemerintah Kabupaten Agam, mulai dari
melakukan  efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai
dengan pilihan untuk melakukan disposal (penjualan aset) sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu
melakukan proses due diligence melalui lembaga appraisal yang
certified terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau
upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat
seluruh fsebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Agam yang tercatat
dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai
salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Agam.

Selainn  itu, Pemenntah HKabupaten Agam juga harus lebih
mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham [RUPS)
ke arah peningkatan kinerja dalam perclehan bagian laba bagi
Pemerintah Kabupaten Agam sesuar dengan tyjuan penyertaan
modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Ash Dacrah.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
vang 5Sah dalarm Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam
lentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp37.154.759.000,
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harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Target Lain-lain Pendapatan Ash Daerah wyang Sah tersebut
diuraikan antara lain ke dalam objck pendapatan sebagai berikut :

1} Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar
Rpl.788.400.000.

2] Jasa Giro sebesar Rp9.511.600.000.
3] Pendapatan Bunga sebesar Rpl1.500.000.000.

Untuk pendapatan bunga atas penempatan wang daerah,
disarankan kepada Pemenniah Kabupaten Agam untuk
melakukan manajemen kas atas rekening Kas Umum Pemda
dengan melakukan penempatan dcposito berjangka di Bank
Daerah sehingga ada kemungkinan diperolchnya bunga deposito
yang jauh lebih besar dan yang dianggarkan saat ini

4) Penernmaan atas Tuntutan Gantt Kerugian Keuangan Daerah
sebesar Rp7.088.400.000.

5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
sebesar Rp700.000.000.

6) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan  sebesar
Rp2.596.086.000.

7} Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp2.364.363.000,
2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari
Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Agam tentang APED Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rpl.381.032.267.078 atau 86% dan total Pendapatan Daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan
pada jenis pendapatan -

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah
Pusat sebesar Rpl.301.6956.383.000 diuraikan pada jenis
pendapatan sebagal berikut :

1] Dana Perimbangan sebesar Rpl.200.016.858.000 yang diuraikan
ke dalam obyek pendapatan :

a] Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasii (DBH) sebesar
Rp20.555.375.000.

b} Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum ({DAU) sebesar
Rp864.219.315.000.

¢l Dana Transfer Kbusus-Dana Alskasi Khusus (DAK) Fisik
sebesar Rp61.526.687.000.

d} Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
sehesar Rp253.715.481.0040.
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2} Dana Desa sebesar Rp94.152.458.000.
3) Insentif Fiskal sebesar Rp7.527.067.000.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Agam Tahun
Anggaran 2023 dengan alockasi dana transfer ke Kabupaten Agam

sebagaimana
Indonesia Nomeor

tercantum dalam
76 Tahun 2023

Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Jumlah (Rp)
Uralan .
APRD 2034 Perpres 76/2023

PENDAPATAN DAERAH
. FENDAPATAN TRANSFER
_ Pendapatsn Transfer Pemarintah Posat
Dana Perimbangan

Dana Trapsafer Umum-Dana Bagd Hasll |DBH)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan

DBH FPPh Fasal 21

- DBIL Cukar Hasil Tembakaw ({CHT)

[FBH Sumber Dava Alam (STHA] Peogusahasn
Fanas Bum:

Erana Bagi lesil {DBEH) Swinber Dasya Alatm
|S0A) Minersd dan Batubare_Landrent

DBH Sumber Dava Alam (3134) Kehutanan
Prowisi Sumber Caya 1lutan (FSDH)]

[IBH Sumber Daye Alam (504) Peokanan

" Dana Tranefer Umum-Dans Alokasi Tmum
(DAL}

DALl

" DAU Tambahan Dukubtgan Pendanaat atas
kehijakan Penggapan Pegawsi Pemeninigh
- Dengan Ferjanjian herja
DAL Yang ditenluban Peogeguneasn Gidang
_ Pendidikan
DAL Yatp ditetiukan Penggutiaat Bidatg
. Kesehatan
DAL Yang ditenitukan Penggunaan Bidang
~ Pekerjaan Limum
Dans Tranafer Khusus-Dans Alokas] Khusus
. (DAHK) Fluik
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Repuler- PALT)

DAk Fisik-Bidang Pendidikan-Eeguler.S0
NAK Fisik Hidang Pendidikao -Bepuler-SMP
: [AK Fisik-Bidang Pendidiken -Reguler- 3KEG
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
_ Perpustakaan Dagrah
DAK Fisik-Bidang Kesehatat dan KB Reguler
KB
DAk Fisik-Bidang Pertanian- Peniugasan-
Pembangunan fRenovasi Sarana dan Prasarana
_ Fisik [Yagar Prmbangunan Pertanian

DAK Fisik Bidang Pariwisata Penugasan
DAK Fisik-Bidang Jalan -Regoler- Jalat
NAK Fisik-Bidang lngasi- Fenugasah
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan
. Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hudup
DAL Fisik-Hidang Kesehatan dan KB-Reguler-
_ Penguatan Percepatan Penurunan Stunting
[DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Regualer
Petipuatan Sistem Kesehatan
Dyny Tianafer Khosos-Dane Alokas] Khusus
{DAR| Non Fisik
DAK Mon Fisik-BOS Reguler

DAk Mon Fisik-BOS Kinca

| 1.301.606.383.000
1.200.016.B58. 000
20 555.375.000

3,935, 38000

6.257.721.000

142,407,000

TO. 762,000

81150430041

1.382.062.600

8564.219.315.000

Fa4.93 1,885 000

D3.63E 288 00

45,935, 381,000

14 606 555000

23 097, 206, D

61.826.687.000

1.164.712.000
3.722.835.000

3441 408.00d]

\.115.870.000

BO0, CHHE

a4 203,000

11.003.211.000

2,140,836, (10K}

15 302 7. 000

8050285 000

2.805,285.000

116. 2641000

11.298 825000

2A83.715.491.000

&1.391.900.000
3.012 500,000

1.301,696,383.000

1.200.016.A%58.000

20.555.375.000

J.955,380,000

6.257.721.000

132.407.000

702,76, D00

E115. 0450000

1.382.062.000)

964.219.315.000

744,931, 885,000

53028 2868.000

4593533 1.00:
14 606 555. 00

23097, 200, 003

61.826.657.000

1.184.712.000
3.722.835.000

3441 408000

1.115.670.000

GAIALLTRE L

544,253, (00

11.3.211.000

2,140,830, 00}
15 3025907 000

B.050.2835.000
2805, 285,000

1162640000

11.258.825.000

253.716.481.000
61.391. A OO0

3.012.500.000

Peraturan Presiden Republik
Tentang Rincian Anggaran

welivih
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Jamlah [Rp)
Uralan
APBED 2024 Perpres 76/2033
I3k Non Fisik-TRG PNSD 144 281.382.000 144 281.382.000
TAK Men Fisik-Tamsil Guru PASD 2393 015.000 2,393 015.000 -
PAK Mon Fisik-HCOP B0 5662 200.000 S.66R2 200000 -
DAk Mon Fisik-BOFP Pendidikan Kesotaraan JT60 DO QO AL ARG IR -
IAK Non Fisik BOF Mussum dat Tainat 7040 0000 700 000 000
Budaya -Museum ) )
LIAK Mon P:BJk-HGKKB-ﬁHn!UHH Operusional & {146, 16 3. 000 fu 06 (N 2. 00K
Keluyarga Herencana ) )
DAK Non Fisik PR2ZLEM GlY.BT5.000 A19.615.000
~ LYAK Mon Fisik-llang Pelayanan Keparwisataan 1.123.000.000 1.123.000.000 -
DAK Mon Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal §.24,325.000 B24,325.000 -
Ak Mon Figik-HOKH-KH . . _
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindubgadn 40, Q00000 406 000000
FPerempuwn dan Anak ) i
DAK Non Fisik [inna Ketahanan Pangan Dan 761 735.000 741 735000

 Pertanian

YAK Non Fisik- Dana BOK BOK Dinas BOE
Katupaten Kola
DAH Mon Figik- Dana BOK-BOK Dinas- HOkK
_ Pengawasan Obat dan Makanan

134K Man Fisik- Dana BOK-BOK- Puskestnas

Pann Insentif Daemb (DR / Inkeneid Flakal

Dana Desa

Pendupatan Transfer Antar Daerah
Pendapatan Bagl Hasil

Pendapatan Bagi iTasid

Pendapatan Hag Hasil Pajak

Pendapatan Bag Hasi] Pajuk Kemdaraan
Liermotoer
" Pendapatan Hag Hasil Hea Haltk Numa
_ Kendaraan Bermator

Fendapatan Bag Hasil Pajak Bahan Bakar
_ Kendarsan Hermator

10,259 Hta O00 I
503,831 .000 .
12.733.131.000 .
T.5a27.067.000 .
94.182.485.000

TS.335.584.078
T9.335.8084 078

79,335, H84.07Y

79.335.884.078

16.138.991.721]

ET0d a6l 917

27.443.024 717

B34 244 472 -

10.2549.9%4 000

)3.831.000

12,738, 1310083

T.S27.06T.000

o4 182 458,000

79.233.884.078

79.335.884.078

THAG HEA0TH

79,335,884 078

18 §158.9914 721

8708463917

27443024 717

A3 244 472

Pendapatan Bagi Hasil Pajak  Air Permukaan
Pendapatan Bap Hasil Pajak Rokok 24.189.1556.25] . 24,189 1506.251 .

: Lyin- Lalts Pendapaton Dacesh yang Sah RO, 00,000 ) TS0, 000, 00]) -
Fendapatan Hibah TS0.000.000 . T50.000.00:{ . -
Pendapatan Hibeh Darl Pemerintah Pusat TS0.000.000 TH0. 000 000 -

Pemerintah Kabupaten Agam  agar menyesuaikan  kembali

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedornani
alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023
Tenlang Rincian Angparan Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Angparan 2024, sebagaimana diamanalkan dalam butir C.2.b.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
dan untuk kegiatan yvang bersumber dari DAK untuk mempedomani
Petunjuk Teknis dar kementerian terkait.

Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp79.335.884.078,
yvang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Pendapatan Bagi
Hasil Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagt Hasil
Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran
2024, Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran
2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024,
maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi
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Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
diamanatkan butir C.2.b.5)b} Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negenn Nomor 15 Tahun 2023,

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pcnganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp750.000.000 yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Pusat.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
lentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.677.677.614.0135.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran
dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Dacrah
Kabupaten Agam dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan
kewajiban daerah dalam 1 {satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan
pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian
standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan
minimal vang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur
dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18
Undang-Undang Nomeor 23 tahun 2014,

Belanja dacrah  dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib yang lidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan  pilhan  setelah mempertimbangkan pemenuhan
kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkalt dengan
pelayanan dasar publlik dan pencapaian sasaran pembangunan
sehagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional Tahun 2023 sesual dengan kewenangan masing-
masing tingkalan Pemerintah Daerah, mendanal pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyvediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Agam tentang APBD Taghun Anggaran 2024 sebesar
Rpl.677.677.614.015 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah
URAIAN JUMLAH (Rp)
' BELANJA DAERAH '
' BELANJA OPERASI ' 1.303.959.320.873
' Belanja Pegawai | 792.914.473.216
Belanja Barang dan Jasa - 379.070.864.518
" Belanja Hibah " 126.195.683.139
Belanja Bantuan Sosial ' 5.778.300.000

BELANJA MODAL | 165.542.027.237
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URAIAN - JUMLAH (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.520.974.111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 38.6V3.883.965
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan logasi §3.971.748.6061
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 425.420.500
Belanja Modal Aset Latnnya 950.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA ' 18.045.419.050
' Belanja Tidak Terduga ' 158.045.419.050
BELANJA TRANSFER ~ 190.130.846.855
Belanja Bagt Haasil ' 8.306.740.255
Belanja Bantuan Keuangan ' 181.824.106.600
Jumlahk Belanja - 1.677.677.614.015

Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pemenuban Standar Pelayanan Minimal {SPM),
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5] Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk
pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebaga
berikut .

a. 5PM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran uniuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar
RpY.553.309.032 atau 1,51% dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp633.911.727.933.
Alokasi anggaran untuk belamja SPM terscebut diuraikan dalam
kegiatan sebagai berikut :

1] Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar
Rp6.067 .848.642, agar ditingkatkan alokasi anggarannya serta
dipricritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan
pencapalar :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayvaan, dan
standar penilaian.

bj Standar kegiatan pcmenuhan layanan dasar SPM Sekolah
Dasar.

¢) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
Sekolah Dasar

d} Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.

e} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Dasar.

fi Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Dasar.

2] Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
menjadi sebusar Rpl.411.699.060 agar ditingkatkan alokasi

anggaran yang mencukupi serla diprioritaskan penggunaannya
untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :



3]

4]
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al standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar 181, standar prosecs, standar sarana dan
prasarana, slandar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b) Standar Kkegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah
Menengah Pertama.

¢) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
Sekolah Menengah Pertama.

dj Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah
Menengah Pertama.

e} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.

[} Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekelah
Menengah Pertama.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD} menjadi
sebesar  Rp2.023.761.630, agar  ditingkatkan  alokasi
anggarannya serta  diprioritaskan penggunaannya untuk
menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, melipuli standar komnpetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b] Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.

¢} Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD,
d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
¢] Pemenuhan kuahitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nenformal/Kesetaraan sebesar
Rp49.9649 700, agar ditingkatkan alokasi anggarannya serta
diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan
pencapalan :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b} Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A,
Paket B, dan Paket CJ.

t)] Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
{Paket A, Paket B, dan Paket C).

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan [Paket A, Paket B,
dart Paket CJ.

e] Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A,
Pakct B, dan Paket (J.

f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket
A, Paket B, dan Paket ().

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang
mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah
pendidik dan  enaga kependidikan serta peningkatan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUDY}, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan,



sebagsm  bagian dan cakupan mutu pelayanan dasar bidang
pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daecrah
sebagaimana diatur dalam Peraiuran Menien Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

1)

2)

3)

4]

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rpl1.351.500.000,
agar ditingkatkanalokasi anggarannya yang mencukupi untuk
menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakm guru kelas,
guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan
pendidikan yang memiliki Peserta Didik penvandang disabilitas
serta kebutuhan Tenaga Kependidikan vakni kepala sckolah dan
tenaga penunjang lainnya pads setiap Satuan Pendidikan
sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sub  kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Saluan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar
Rp3530.999.950 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin:

a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah
memiliki ijazah Diploma empat {DIV) atau Sarjana (S1]; dan
memiliki sertifikat pendidik, pada sctiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (81), berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman
manajerial paling sedikti 2 [dua) tahun, dan memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
atau scrtifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

c] Kualitas Pengawas Sckolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma empat (D-1V) atau Sarjana (S1),
berzsal dan guru, memuliki sertifikat pendidik, dan memiliki
surat landa tamal pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

dj Kualitas tenapga penunjang lainnya memiliki  kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi 3atuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar
Rp421.700.000, agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang
rmencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik
yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing
khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik
penyvandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan
yvakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap
Satuan Pendidikan sebagaimana dialur dengan  kelentuan
peraturan perundang-undangan.

Sub keglalan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Seckolah Menengah
Pertama sebesar Rpl09.999.260, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
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a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah
Diploma empat (D-1V} atau Sarjana (S1) serta merniliki
sertifikat pendidik, pada sehiap Satuarn Pendidikan.

b} Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat (D-1V) atau Sarjana {S1), berasal dari
guru, memiliki sertifikat  pendidik, memiliki pengalaman
mangjerial paling sediku 2 (dua) tahun, dan memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
atau  sertifikat pgouru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

¢} Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualilikasi akademik
paling rcendah Diploma empat (D-IV]) atau Sarjana (31},
berasal dari guru, memiliki sertifilkat pendidik, dan memilika
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekelah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

d) Kualitag tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

Sub Kegiatan Pcnyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan PAUD sebesar Rp0 atau belum dianggarkan,
harus disediakan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk
menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia
dini dan Tenaga Kependidikan yakmi kepala satuan pendidikan
anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan
sebapaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sub  Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan
sebesar Rp57.996.400, agar ditingkatkan alokasi anggarannya
yvang mencukupi untuk menjamin:

aj Kualitas Guru Pendidikan Anak Usiz Dim memiliki kuahfikasi
akadertuk paling rendah Diploma empat (DIV) atau Sarjana
(S1) bidang pendidikan anak usta dini, bimbingan konscling,
atau psikologi serta memiliki sertifiket profesi pura
pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki
kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik,
memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 {dua) tahun,
dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
calonn kepala sekolah alau sertifikat guru penggerak, pada
setiap Satuan Pendidikan.

¢] Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarana (S-1)
kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda
tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau
sertifikat pura penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma Empat {D-IV) atau Sarjana (3-1).

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

bagi Satuan Pendidikan Nonforrnal/Kesetaraan sebesar RpO

atan belum dianggarkan, harus disediakan alokasi
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anggarannva yang mencukupi serta  diprioritaskan  alokusi
anggaran pada sub kegatan terscbut untuk  menjamin
tersedianya Pendidik vakni tutor pendidikan kesetaraan dan
tenaga kependidikan yvakni kepala satuan pendidikan kesetaraan,
penilik, serta tenaga penunjang lainnva., pada setiap Satuan
Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8} Sub Kkegiatan Pengembangan  Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Saluan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
schesar RpO atau belum dianggarkan. harus disediakan alokasi
anggarannya vang mencukupt untuk menjamin :

al Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi
akademik paling rendah Diploma empat (D-IV] alau Sarjana
(31] scsual dengan rumpun ilmu atau bidang imua vang
diampu pada setiap Satuan Pendidikan.

bj Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki
kualilikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-1V)
atau Sarjana (81). pada setiap Satuan Pendidikan.

c] Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah
Diploma empat {D-IV) atau Sarjana [S1) pada setiap satuan
pendidikan.

d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki jjazah
SMA /sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritauskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya
untuk memenuhi indikator pencapaian SPM  Pendidikan untuk
Kabupaten /kota vang terdin dari:

1} 100% warga negara usta 5-6 lahun vang berpartisipasi dalam
Pendidikan Anak Usia Dini.

2) 100% warga negara usia 7-15 tahun vang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar.

3} 100%warga negara usia 7 18 lahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan mencngah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomoer 2 Tahun 2018,
Peraturan Menten Dalam Negenn Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menten
Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun
2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Mimimal Pendidikan.

SPM Keschatlan

Alokas:  anggaran untuk  belanja  SPM Keschatan  sebesar
Rp2.821.707.500 atau 2,10% dari 1olal belanja Dinas Kesehatan
schesar Rpl34.678.320.571 harus  ditingkatkan  alokasi
anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang hbersifat
peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi
muilu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM idang
Keschatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indenesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelavanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai
berileut -
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2]
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Sub Kegiatan Pengelolaan Peclayanan Kesehatan Ibu Hamil
sebesar Rp3590.130.000 harus ditingkatkan alokasi
anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

al Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet
tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam
medis ibu, dan buku KIA.

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

¢} Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :

(1) Standar kuantitas yalkmni Kunjungan 4 kali selama
periode kehamilan (K4).

2] Standar kualias yzkni pengukuran berat badan,
pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan
Atas (LILA}, pengukuran tinggt puncak rahim (fundus
uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung
Janin (DJJY, pemberian imurnisasi sesuail dengan status
imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90
tablet, tes laboratorium, latalaksana/penanganan kasus,
termu wicara |konseling).

Sub Kepiatan Pengclolaan Pelayanan Keschatan Ibu Bersalin
sebesar Rp90.635.000, agar ditingkatkan anggarannya dan
dipriotitaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk: :

a] Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah
darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis
ibu, dan buku KIA,

b} Menjamin ketlersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

¢} Menjamin terlaksananya pclayvanan persalinan sesuai
standar mecliputi persalinan normal dan persalinan
komplikasi.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
sebesar Rp926.330.000 agar ditingkatkan alokasi anggarannya
yang mencukupi serta dipricritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis BO, vitamin Kl
injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir,
formulir MTBM, dan buku KIA,

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.

¢)] Menjamin lerlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar meliputi :

1) Standar kuantitas yakni kumungan mnimal 3 kali
selama periode neonatal

(2] Standar kualitas yakni pelayanan nconatal esensial saat
lahir {0-6 jam}, dan pelayanan neonatal esensial setelah
lahir & jam = 28 hari).
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4} Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita menjadi
schesar Rpl61.177.500 agar ditingkatkan alokasi anggarannya
serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut
untuk :

5}

a)

b}

Menjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP} atau instrumen standar lain yang
berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A
merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imummsasi lanjutan,
jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.

Menjamin ketersediaan tenaga keschatan meliputi dokter,
atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non
keschatan terlatih atau mempunyan kualifikasi  tertentu
seperti gura paud dan kader kesehatan.

Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia
0-59 bulan sesuai standar meliputi :

1) Pelayanan kesehatan balita schat yakni pelayanan
kesehatan balita usia O -11 bulan, pelayanan kesehatan
balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia
24-39  bulan, pemaniauan  perkembangan  balita,
pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar
lengkap, pembenan imunisasi lanjutan, pengukuran
berat badan dan panjang/tingg badan dan edukasi dan
informasi

{2) Peclayanan keschatan balita sakit yakni pelayanan balita
menggunakan pendekatan manajemen lerpadu  balita
sakit (MTBS]|.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar sebesar Rp754.035.000, agar ditingkatkan
alokasi anggarannya seria diprioritaskan alokasi anggaran pada
sub kegiatan tersebut untuk :

a)

b)

Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku
permantauan  kesehatan, kuesioner skrining kesehatan,
formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah
dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil
pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dokter gigi, alau  bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga
kesehatan masyarakat serta tenaga non keschatan terlatih
atan mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader
kesehatan/ dokter kecil{ pecr consclor.

Menjamin  terlaksananya pelayanan kesehatan usia
pendidikan dasar scsuai standar pada anak kelas 1 sampai
dengan kelas 9 di sekelah minimal satu kali dalam satu
tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah,
meliputi :

(1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian
tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan
penilaian ketajaman indera

(2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan vakni memberikan
umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan
rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan
kesehatan.
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Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produlktif sebesar Rp56.200.000 harus ditingkatkan alokasi
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a] Menjamin ketersedizan Pedoman dan media KIE, Alat ulur
berat badan, Alat ukur tinggl badan, Alat ukur lingkarperut,
Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas
alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular {SI PTM).

b) Menjamin ketersediaan Tenaga Keschatan yakni Dokter, atau
Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan
masyarakat, serta Tenaga non  kesehatan terlatih atau
mempunyai kualifikasi terleniu antara lain kader kesehatan.

¢) Menjamin terlaksananya Pelayanan keschatan usia produktif
sesuai standar meliputi :

(1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

(2] Skrining [akior risiko penyakit menular dan tidak
menular yvakni Pengukuran tinggt badan, berat badan
dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah,
Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.

(3) Tindaklanjut hasil skrining kesehalan yakni melakukan
rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluban
Kesehatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut sehesar Rpl4.000.000 harus ditingkatkan alokasi
angparannya serta diprioritaskan alokas! anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur
berat badan, alat ukur tingg badan, alat ukur lingkarperut,
tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas
alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau perawat, gizi dan tenaga keschatan masyarakat,
serta tenaga non kesehalan terlatih atau mempunyal
kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif
sesuai standar meliputi :

(1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

(2] Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak
menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan
dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah,
pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.

d) Tindaklanjut hasil skrining kesebatan yakni melakukan
rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan
kcschatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi RpQ atau belum dianggarkan, harus disediakan
anggaran yang mencukupi pada sub kegiatan tersebut untuk :
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Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi
dan media kic, tensimeter, dan formulir pencatatan dan
pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehalan masyarakat.

Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita
hipertensi sesuai standar meliputi:

(1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di fasilitas pelavanan Kesehatan.

i2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan
minum obat

i3] Melakukan rujukan jika diperlukan.

9] Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus sebesar Rp0 atau belum dianggarkan, harus
disediakan anggaran vyang mencukupi serta diprioritaskan
alokasi anggaran pada sub kegiatan rersebut untuk :

al

b)

Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah,
kapas alkchol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan
aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KI1E.

Menjarmin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atan perawat, girzi dan tenaga kesehatan masyarakat.

Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes
mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang
meliputi :

{l) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan

2] Edukasi perubahan gaya hidup dan/atan Nutrisi
(3} Melakukan rmuyjukan jika diperlukan.

10} Sub Kepiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Crang dengan
Gangpuan Jiwa Berat sebesar RpQ atau belum dianggarkan,
harus disediakan zanggaran yang mencukupi dan dipricritaskan
alckasi anggaran pada sulby kegiatan tersebut untuk :

a)

Menjamin  ketersediaan Buku  Pedoman  Dhagnosis
Penggolongan Gangguan Jiwa [(PPDGJ 1) atau buku
pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit
berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan
pelaporan, dan media KIE.

Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau
perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.

Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ
berat sesual standar bagi psikotik akut dan skizofrenia
meliputi:

{1} Pemeriksaan kesehalan jiwa yakni pemeriksaan status
mcental dan wawancara,

2} Edukasi.

(3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di [asilitas pelayvanan keschatan.

4] Edukasi kepatuhan minum obat.
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(o) Melakukan rujukan jika diperlukan.

11} Bub Kegiatan Pcngelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis sebesar Rp203.750.000 agar ditingkatkan alokasi
anggarannva serta diprioritaskan alekasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a)

b

Menjamin ketersediaan media KIE {lcaflet, lembar balik,
poster, bannecr), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga
dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai
((hl emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi),
rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir
pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional
prosedur.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dekter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau
Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata
rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non
kesehatan terlatih atau mempunyal kualifikasi tertentu
antara iain kader keschatan.

Menjamin terlaksananya pclayanan orang terduga TBC
sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :

(1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali
dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala den tanda.

2] Pemenksaan penunjang yakni  pemeriksaan dahak
dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.

i3} Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan,

(4] Melakukan rujukan jika diperlukan.

12) Sub Kegiatan Pengclolaan Pelayanan Kesehatan QOrang dengan
Risiko Terinfeks HIV sebesar Rp22.450.000, harus ditingkatkan
alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada
suh kegiatan tersebut untuk :

a}

b)

Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik,
leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan
medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor
rekam medis, nomor fasilitas pclayanan kesehatan pelaksana,
nomoer KTP/NIK.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dokter spesialis penvakit dalam/dokter spesialis kulit dan
kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga keschatan
masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau
mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan
penjangkauan.

Memjarmin  terlaksananya  pelayanan  keschatan  yang
diberikan kepada crang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai
standar meliputi

i1} Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan

(21 Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV
minimal 1 Kali dalam sctahun

31 Melakukan rujukan jika diperlukan
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Harug diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Kesehatan untuk kabupaten /kota yang terdiri dari:

1} 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.

2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan keschatan.

3] 100% bayi baru lahir vang mendapatkan layanan kesehatlan.
4} 100% balita vang mendapatkan layanan kesehatan.

5] 1008 warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan
layanan kesehatan.

6| 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan lavanan
kesehatan.

7] 100% warga negara usia lanjut yang mendapalkan layanan
keschatan.

8] 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan
layanan kesehatan.

9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang
mendapatkan layanan kesehatan

10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani
kesehatan

11} 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan
lavanan kesehatan

12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksai virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Keschatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Kesehatan belum
tersedia secare memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak
jelas pembagion alokasi anggaran untuk masing-masing target 100%
SPM Bidang Kesehatan dimaksud. Untuk ftu, Pemerintah Kabupaten
Agam harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran unfuk
pendanaan pelaksanaan Urusan Pemeriniahan Wafb terkait
Pelayanan Dusar dalam rangka pemenuhan Slandar Peloyanan
Minimal {SPM) Bidang Kesehatan sebagaimana ditegaskan dalam
pasal 49 ayat {5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta
mengalihkan alokasi Belanja Hibah, Belanja Perjalananr Dinas
pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum  sebesar
Rp2.160.000.000 atan 1,63% dari total belanja urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar
Rpl132.259.061.415. Alokasi anggaran untuk belanja SPM terscbut
harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap
tahun dan peruntukkannya harus scsuai dengan sasaran penerima
SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2013
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Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum Dan Perumabhan Rakwvat, vang diuraikan dalam kegiatan
sebagai benkut :

11 Kegiatan Pengelolazn dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM)} di Daerah Kabupaten/Kota sebesar
Rp730.000.000 agar ditingkatkan alokas: anggaran yang
mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah
Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan
berdomisili pada daerah rawan air dan zakan dilayani melalui
sistern penyediadan air minum.

2] Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalarmn Daerah Kabupaten/Kota schesar
Rp1.430.000.000 agar ditingkatkan alckasi anggarannya dan
diprioritaskan sasaran pencnma ¥Yakm Rumah Tangga yang
termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah
Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan  pada
masyarakal miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area
Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air,

Harus diprnioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian 5PM
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, vang
terciri dari :

1) 100% warga negara vang memperelch kebutuhan peokok air
minum sehari-hari,

2] 100% warga negara yang mempercleh layanhan pengolahan air
limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemenntah Nemor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menten Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat Nomor
29/PRT/M /2018 tentang Standar Teknis Standar Pelavanan
Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemnukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumaban Rakyvat sebesar
Rp%4.505.000 atau 1,29% dari total belama urusan pemerintahan
bidarng  Perumahan  dan Kawasan Permukiman sebesar
Rp7.303.030.245 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, harus ditingkatkan alckasi anggaran yang mencukupi
untuk belanja 5PM tersebul diuraikan dalam kegiatan sebapai
berikut  sebagaimana  diamanatkan dalam  Peraturan  Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik indonesia Nomor
29/PRT/M /2018 Tentang Standar Teknis Standar  Pelayvanan
Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar
Rp85.905.000, harus ditingkatkan alokasi anggarannya yang
mencukupl  unluk  menjamin terlaksananva  ldentifikasi
Perumahan di lokasi rawan bencana, ldentifikasi lahan-lahan
potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban
bencana kejadian sebxlumnya yvang belum tertangani, Pendataan
Tingkat Kerusakan Rumah, Pendatzan rumah sewa, Verifikasi
penernima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana
Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan
Penyusunan Rencana Aksi.
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2] Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rechabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
sebesar Rp0 atau belum dianggarkan, harus disediakan
alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin
terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan
Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarclawan tanggap
bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan
layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau
Terkena Relokasi Program Kabupalen/Kota, dan
Penyclenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima
dan jenis pelayanan.

3] Kegiatan Pembangunan dan Rchabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relockasi Program Kabupaten/kota sebesar
Rp8.600.000, harus ditingkatkan alckas anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin terlaksananya :

a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program
kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim
pendamping/ fasilitator, pelatihan  fasilitator, dan
pelaksanaan rehabilitasi rumah.

b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim
pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan
DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan
spesilikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.

c} Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui
tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED
Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan
rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.

4} Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban
Bencana aiau Relokasi Program Kabupalen/Kota sebesar Rp0Q
atau belum dianggarkan, harus disediakan alokasi anggaran
yvang memadai untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan
Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau
Relokasi Program Kabupaten/kKota dan Penatausahaan Serah
Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk
Kabupaten /kota yang terdiri dari :

1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah
layak huni.

2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program
pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi
penyediaan ramah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 39 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
24 Tahun 2018.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman belum tersedio secara memadai dengan
nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokast anggaran
urttuk riasing-masing target 100% SPM Bidang Perumahan Rakyoat
dan Kawasan Pemukiman dimaksud., Untuk  itu, FPemerintah
Kabupaten Agam harus mempricritaskan terlebth dahulu alokasi
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anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajb
terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal (SPM} Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 seric mengalihkan
alokast Belanja Hibah, Belanja Perjalancen Dinas pada
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

SPM Trantibumlinmas

1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub
urusan Bencana sebesar Rpl.629.520.680 atau 30,65% dari
total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebesar Rp5.316.3590.300. Alokasi anggaran untuk belanja SPM
tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi priortas dalam
penyusunan pengangegaran dan  alokasi anggaran tersebut
diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukkannya
harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentert
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018
Tentang  Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerzh
Kabupaten /Kota, yakn :

a) Kegiatan Pelayanan Inflormasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota scbesar Rp32.150.000, harus ditinghatkan
alokasi angparan vyang memadai dan mencukupi serta
menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan
kajian risikec bencana dan melakukan Sosialisasi,
Komunikast, Informasi dan Edukasi {KIE) Rawan Bencana
Kabupaten /Kota [Per Jenis Bencanaj.

b} Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana sebesar Rp909.920.080, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya serta peruntukkannya diprierttaskan untuk
melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana,
pembuatan rencana kontinjensi, pelatthan pencegahan dan
mitigasi, gladi kesiapsiagasan lerhadap bencana,
pengendabian operasi dan penyediaan sarana prasarana
kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penycdiaan peralatan
perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

¢} Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana sebesar Rp687.450.600, agar ditingkatikan aiokasi
anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan
respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis
prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistemn
komando penanganan darurat bencana, pencarnan,
pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan
kebutuhan dasar korban bencana.

2] Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan kebakaran daerah sebesar Rp2.089.925 800 atau 13,48%
dari total belanja Dinas Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Rpl5.506.692.204. Alokasi anggaran untuk belanja SPM
tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus
ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam
penyusunan pErencanaan dan penganggaran, dan
peruntukkannya harus sesual sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
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Standar Pelavanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Dacrah
Kabupaten/Kota, yakni :

al] Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penvelarmatan, dan Penanganan Bahan Berbahava dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar
Rpl.B05.454.700, agar ditingkatkan slokasi anggaran vang
mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat
{Respontse  Time) penanggulangan kejadian  kebakaran,
lavanan pcloksanaan  pemadaman  dan  pengendalian
kebakaran. serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan
evakuasi.

bl Kegiatan Pemberdavaan Masvarakat dalam Pencegahan
Kebakaran sebesar Rp31.99G.600, harus ditingkatkan
alokasi anggarannya vang mencukupi scrta diarahkan untuk
layanan pendataan, inspeksi dan  investigasi pasca
kebakaran,

¢} Kegiatan Penyelenggaraan Operasi  Pencarian  dan
Pertolongan  Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
sebesar Rp232.471.500, harus ditingketkean alokasi
anggarannya vang mencukup serta diarahkan untuk
layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp0O atan
0,00% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam kebakaran sebesar Rpl35.506.692.204. Alokasi
anggaran untuk belanja SPM terscbut diuraikan dalam keglatan
scbagai berikut. serta harus ditingkatkan alckasi anggarannya
dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencandgan  dan
penganggaran, dan peruntukkannya harus sesual sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negenn Republik
Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu
Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban
Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/kota, yvakni

a] Kegiatan Penanganan Gangguan  Ketenteraman  dan
ketertiban Umum dalam 1 [satu) Daerah Kabupaten/Kota
sebesar sebesar RpO atau belum dianggarkan, harus
disediakan alokas: =znggarannya vang mencukupi dan
diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan
Retenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum,
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan
Batuan  Perlindungan  Masyarakat  termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta
pelavanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat
penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

b) Kegiatan Pembinaan Penvidik Pegawai Negerni Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kola sebesar Rp0O atau belum dianggerikan,
harus disediakan alokasi anggarannva vang mencukupi
untuk Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS.

Agar ditngkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan
diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan
ketenteraman Maayarakat, Penpadaan dan Pemeliharaan Sarana,
dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan
Kapasitas SDM  Satuan Polisi Pamoengpraja dan  Satuan
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Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
vang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang
terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum
terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus  diprioritaskan  unluk  memenuhi  indikator  3PM
Trantibumlinmas untukKabupaten /kota yaitu:

1 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari
penegakan hukum perda dan perkada.

2] 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan
bencana.

3) 100%warga negara yang memperolch lavanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana.

4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana.

5) 100%warga negara vang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman
dan  Ketertiban Umum di  Provinsif Kabupaten/kola dan
Kabupaten/Kota.

3PM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial scbesar Rp842.050.906
alau 13,61% dari total belanja SKPD Dinas Socsial, Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang
melaksanakan urisan sosial sebesar Rp6.184. 989 928, Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan
sebagal berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya
secara  signifikan  dan  menjadi  prioritas  dalam  penyusunan
perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar Pada 3tandar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi Dan di Daerah Kabupaten /Keta, yakni :

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjult Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di  Luar Panti  Sosial  schesar
Rp6H14.773.500, agear ditingkatkan alokasi anggarannya secara
signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan
dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial berupa

a) Layanan data yakni layanan yang diberikan Kepada
penyandang disabilitas {elantar, anak telantar, lanjut usia
telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan
masuk dalam data lerpadu penanganan fakir miskin dan
orang tidak mampu.

b} Layanan pengaduan yakm sarana untuk menerima dan
menindaklanjuti  informasi  berupa pengaduan,  keluhan,
danfalau perianyaan yang disampaikan oleh masyarakat
kepada dinas sosial daerah kabupaten /kota dan/atau Pusat
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kesejahteraan sosial mengenal tidak terpenuhi kebutuhan
dasarnya.

¢} Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera
vang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota
dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyvandang
disabilitas telantar, anzk telantar, lanjut usia telantar, serta
gelandangan dan pengermis yang membutubkan pertolongan
karena  terancam  kehidupannya dan  tidak  terpenuhi
kebutuhan dasarnya

di Lavanan pemenuban kebutuhan dasar yakni permakanan
diberikan paling lama 7 ({tujuh) han, sandang, alal bantu,
perbekalan keschatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan
sosial kepada penvandang disabilitas telantar, anak telantar,
lanjut usia telantar, serta gelandangan dan  pengemis,
bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas
telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan
pengemis, serta masyarakal, fasilitasi Pembualtan Nomeor
induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu
identilas Anak, akses ke lavanan pendidikan dan kesehatan
dasar, pcenelusuran  keluarga,  reunifikasi dan/atau
remtegras] social dan rajukan.

Kegiatan Perlindungan 5osial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota sebesar Rp227.277.406. harus ditingkatkan
alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananva sciuruh
lavanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, secrta
CGelandangan Pengemis di Luar Panli Sosial pada saat tanggap
darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :

a) Tersedianva barang dan/atau jasa vang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap
darurat bencana yarng merupakan kebutuhan dasar berupa
permakanan, sandang, tempat penampungan  pengungst,
penanganan kKhusus bap kelempok rentan dan dukungan
psikososial,

bl Tersedianva barang dan/alau jasa yang harus diterima oleh
korban bencana dacrah kabupaten/kota sctelah tanggap
darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa
penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan
dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapalan SPM
Sosial untuk Kabupatenfkota yang terdiri dari .

1]

2)

3

4]

100%: warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar penyandang disabililus telantar di luar
panti.

100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial
dasar anak telantar di luar panti.

100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi
sosig] dasar lanjut usia di luar panti.

100% warga negara/gelandangan dan pengermis mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

100% warga negara korban bencana yang memperoleh
perlindungan dan juminan sosial.
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Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 359 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Dacrah
Kabupaten/Kota.

Dukungan alokast anggaran untuk SPM Bidang Sosial belum tersedia
secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas
pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM
Bidang Sosial dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Agam
harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk
pendanaan pelaksanaan  Urusan Pemenntahan Wapb  terkait
Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal {SPM} Bidang Sosial sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49
ayat {5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tehun 2019 serta
mengalihkan alokasi Belanja Hibah, Belanja Perjalanan Dinas
pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan SPM fersebut.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap
Kehijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum
dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasicnal Republik Indonesia Nomar
4 Tahun 2022 tentang Rencana Kcnja Pemerintah Tahun 2023 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 15 Tahun 2023.

Dalamn dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerzh Kabupaten
Agam lentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemeriniah Kabupaten
Agam telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan
Pricritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut, sebagaimana
tercantum dalam Tabel § sebagai berikut :

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah

Kabupaten Agam dengan Prioritas Pembangunan Nasienal Tahun 2024

No

Rasio
Terhadnp
APBD 2024
Prioritas Nasional Belanja
. Daerah
_ | (Rp) )
Memperkuat Kelahanan Ekonomi untuk
Periumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 24980366532 2 (9
BUGRY . ’
Mengembangkan Wilayvah  untuk  Mengurang 37 7 ;
 Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2} 276.753.406.312 _ 16,50
Meningkatkan Sumber Dava Manusia . =
. , - . ART 654 .
~ Berkualitas dan Berdaya Saing (FN3) _ 175.680.2 = . 10,65
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan e
_PN4j . 3989, 996 260 . 0,24
Memperkuat  Infrastrukiur  untuk  Mendukung
Pengembangan Ekonoml dan Pelayanan Dasar 100.759.974.333 6,01
. [PNS) | | |
Membangun Lingkungan lHidup Meningkatkat o
 Ketahanan Beneana dan Perubahan Lklim (PNB} 12.624.698.109 ] 0,75
Memperkuat Stabilitas Pelitik Hukum Perlabanatl
dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan 10659 BES Y04 804G 83,77
~ Publik (PNT} _
Jumleh Alokesi Anggaran dalam APRD 1.677.677.614.015 100,00

Total Belanjs Daernh 1.677.677.614.015
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Rancangan Peraturan Daecrah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun
2023 sudah selarexs dengan prioritas pembangunan dan kebijakan
pemerinlah pusat sesual maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2024, schingga sudah terlihat pemctaan vang jelas dari
kegiatan dan sub kegatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan
Program Prioritas, Kegiatan Prontas, dan Indikator Keglatan sesual
dengan Peraturan Presidenm Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Janghka Menengah Nasional (RPJMN] Tahun 2020-2024,

{mtuk fiu Pemenntah Kabupaten Agam agar mempertahankan secura
terus menerus don konsisten dengan hast penygagan tabel sinkronisasi
pricrtas Pembangunan Masional Tahun 2024 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Agam harus mensinkronisasikan
sasaran dan target penyusunan RRP Tahun 2024 tersebut guna
mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu .

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM|. membangun SDM
pekerja keras vang dinamis, produktil, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan tcknologn didukung dengan kema sama industri
dan talenta global.

k. Pembanpunan Infrastruktur, mclanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah  akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyal.

c. Penvederhanaan Regulasi, menvederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Ommbus Law, terutama menerbitkan 2 {dua)
Undang Undang yvailu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan
Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yvang
panjang, dan menvederhanakan ¢sclonisasi. dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi eckonomi dari
ketergantungan SDA menjadi dava saing manufaktur dan jasa
moderm vang mempunyal nilal tambah tingg bagi kemakmuran
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh ralkovat Indonesia.

Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah
Kabupaten Agam Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi
Sumaitera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah hkabupaten Agam telah
mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 {tujub)
prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, scbagai
benkut :
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Tabel &
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Agam dengan Priorilas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

Rasio
Terhadap
No Prioritas Provinsi APBD 2024 Belanja
. Dacrah
| | {Rp) )
Meningkatkan  Sumber daya  manusia
1. herakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya 186,096.313.125 11,00
_ saing )
Meningkatkan tata  kechidupan soial
2. kemasyaraliatan berdasarkan falsafab Adat 75863 649 843 4,52
~ Buasandi Syura’ — Syara’ Basandi Kitabullah
Meningkatikan nilad tambab dan produktifitas
3. pertanizan, perkebunan, peternakan  dan J6. 661935294 219
_ perikanan ]
Meningkatkan usaha perdagangan  dan

4. indusii  kecil/menengah serla ekonomi 4,477 877 602 0,27
betbasis digital _ _

5. Meningkatkan ekonomi kreatil dan berdaya 113.450.176.103 6.76
Saing kepariwisataan )
Meningkatkan Pembangunan Infrasiroltur ;

5. yang berkeadilan dan berkelanjutan 66.609.642.375 _ 3.97
Meningkatkan kualitas tata kelola

7. penyelenggaraat pemerintahan daerah yang 1.194 518 019 473 71,20

 beraih, akuntabel serta berkualitas ] )
Jumlah Alokas] Angguran dalam APBD L.677.677.614.0158 100,00
Total Belanju Daerah 1.677.677.614.015

Rancangan Peraluran Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sudeh selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
sesual maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,
sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada
rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Provins:
sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2024.

Untuk itu Pemerintah Kabupalen Agam agar mempertahankan secara
terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisasi
kebijakan Pemerintah Kabupaten Agam dengan prioritas provinsi Tahun
2024,

Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Proritas
Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2024, Pemerintah Kabupaten Agam telah mengalokasikan anggaran
Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2024 yang
diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :
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Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Agam
berdasarkan Prigritas Daerah Tahun 2024

Raslo
Terhadap
APHD 2024
Ko Prioritas Daeruh Belanja
- Deerah
{Rp) )

' Program Pembangunan Mendukung Peninghkatan
1. Pelaksanaan Heformas! Birokrasi Dalam - TO8E
~ Pembangunan Tahun 2024 ) 1.188.831.706 445,00 .
Program Pembangunan Mendukung Peningkatat

2. Produktivitas Dan Nilai Tambah Usaha Pertanian 36.661.915.294 00 2,19
~Tahun 2024 )
Program Pembangunan Mendukung Peningxatan
3. Propram Kegiatan Yang Mendukuenyg Peninglatan 3.759.588.402.00 0.22

Daya Saing Dan Pemasaran Produk Usaha Mikro
Program Pembangunan mendukung peninighatan
4. Peningkatan Kepaniwizataon melalui Amenitas, 113,450,176, 103.00 6.7
Atraksi dan Aksesibilitas _
Program Pembangunan Mendukung Peningkatan
3. Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur BY.179.314 873,00 4,00
~ Berbasis Miligasi Bencana Tahun 2024 _
Program Pembangunan Mendukung Peningkatan
G. Kualilas Pendidikan, Keaehatan, Pemberdayaan 191,931 .243.053,00 11,44
~ Perempuan, Perlindungan Sosial Dan Anak
Program Pembangunan Mendukung Penguatan
7 Cierakan Nagar Madani Melalai Peningkatan

. B9, 543, §-¥

Partisipasi Masyarakat Dan Dukungan Perantan 75.863.643.843.00 +52

" Jumish Alokasi Anggaran dalam APED 1.677.677.614.015 100,00
Totel Belanja Daersh 1.6TT.677.614.015

Rancangan Peraluran Daerah Kabupalen Apam tentang APBD Tahun
2024 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten
Agam scsuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2024, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam
rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Daerah
sesuai dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah Kabupaten Agam Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Agam agar mempertahankan dan
konsisten dengan hasil penyajfian tabel Prioritas Pembungunan Daerah
herdasarkan Prioritas Daerah tersebut,

Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Pcraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, vang besarannya telah ditetapkan scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan scbesar
Rp727.464.076.215 atau 42,44% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rpl.677.677.614.015, dengan wuraian perhitungan Tabel
sebagai berikut -
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Tabel 8

Alokasi Fungsi Pendidikan

Kompooen Perbitungan

. Urikan Bidang Pondidikan:
1] Belanja Operasi:

o, belanja pegawal;

L. belanja barang dan fasa,;
c. belanja hibah;

d. belanja bantuan sosial,

2] Belanja Modal,

b. Uruksn Bldang Perpuytaksan:

. 1] Belanja Operaxsi:

g, belanja pepawai;
b. belanja barang dan jasa;

<, belanja hibah;
. belanje bantuan sosial,

2] Belamya Modal,
" . Urusan Bidang Kepermnudaaan dan '
_ Olahraga:

11 Belarya (perasi:
a. brlanya pegawai;
b. belanja bmreng dan joss;
c. belanja hibah;
d, belanja bantuan sosial,

) 4 Belama Medal;
" d. Belanja di lusr Urussn

Pesdidikan, Urusan Kebudayaan,
Uirosan PFerpoatakaan dan Urusan
Kepemodaan dan Olahraga yang
menunjany kebutuhan masyarakat

~ di hidang Pendidikan, antara lain:
1) Belampa Tranafer:

Belania bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Taecrah
Lainnya

") Sub Kegan Pelaksanaan

Ketijakan, Evaloasi, dan Capuian
Kimerja Terkant Keaggahteraan Sosial

 pada Sekretariat Craerah

Pelakzanaan Kebijukan,
Exvaluasi, dan Crpaian Kinege
Terkait Kessjahteraan Sosial
Bantuan Biaya Hidup
Fasiliras Progelolaan Bina
Mental Spintual

Fungal Peodidiken

_ lathrc+d+n)

Tetal Belanja Daerah

" Rasio anggarun pendidikan {2:3) x

1051%

APBD 2023
BI5.315.224.714
53 373,463,351

324 287.490.056
72362978651

12. 723 994 434

25.741.761.323
1,497.387.115
1.322.027 665
o
1.322.027.665

1753.35%.430
13,215, 357.627

1]

8072334 627
4.575.000.600

283.961.500

2.779.031.872

0

27790532874

2779052872

551.806,922.328

1.559.558.308.639

35.4%

Jumisk [Rp)
APBD 2024

701,893.314.463
675.133.248.040
S32.840.670.176
HTS.OTARTE

T3.228 5300000

o

26,749 0064 14

4.636.429.252
4501 102,302

)]

a08.205.511

135,326,930
5.159.249.930

o

& (H. 249 3}

1. 1060 (WY THNY

15.765.082.5T0

13.7G5,082,5370

3BO1 00000

11.5963,082,570

TIT.464.076.215
1.67T.67T.614.015%

42,49%

166.578.089.749
165,570,784 638

108.553.183.120

(3.487.903.978]

A2 I35 5055310

o

1.007.305.091

3.139.042.137

3.179.074.637

0

1413.822.154)

o

0

{40.032. 5004

[7.046.007.697)

.
14.003,084,697)
|2.4T5.000.000)

LIES 96 1AM

12.986.029.6%8

12,556,009 693

]

1.021.947,128
11,964,082, 570

175.657.153.587

118.118.805.381

Sudaoh memenuit alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat
dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistemn Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat {1} Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
sebagaimana maksud butir E.la. Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa
dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan,
Pemerinlah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alckasi anggaran
fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas
pendidikan vang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 81 Tahun 2022 tentang Pcdoman Penyusunan RKPD Tahun
2023,
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Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Agam harus konsisten
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat
dalam Pasal 49 ayat [1) Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 dan
Pasal 8] ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang
diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM
Pendidikan di Kabupaten Agam.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati
Agam sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas
selain untuk mencapal indikator SPM juga diarahkan untuk
memenuhi krteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal
2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, meliputi:

1) standar isi.

2} standar proses.

3] standar kompeiensi lulusan.

4] standar pendidik dan tenaga kependidikan.
5| standar sarana dan prasarana.

6| standar pengelolaan.

7} standar pembiayaan.

8) standar penilaian pendidikan

Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar
Rp329.132.864.997 atau 36,14% dari total belanja daerah di luar
gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp766.971.614.768.

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan,
Pemerintah Kabupaten Agam secara konsislen dan
berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan
secara memadai sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Alokasi anggaran keschatan dimaksud diarahkan untuk
mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM
bidang kcsehatan. Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk
mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan
mewujudkan derajat keschatan masyarakat yang setinggi-tingginya
antara lain:

1} dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan,
Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan
harus mengalokasikan anggaran Kesehatan seccara memnadai
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2| =alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk
mendultung translormasi kesehatan dan pencapaian indikator
5PM bidang kesehatan.

3) prioritas bidang kesehatan diarahken untuk mempercepat
capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:
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al penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyalat:
b} peningkatan kesehatan ibu. anak dan penurunan stunting;
¢} pencegahan dan pengendalian penyakat menular;

d] pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

¢) penguatan jejaring layanan prumner; dan

fi penguatan Sumber Dayva Manusia {(SDM) Kesehatan.

Penyediaan anggaran kesehatan agar terus ditingkatkan di mana
alokasi anggaran keschatan dimaksud disesuaikan dengan program
prioritas bidang kesehatan scbagaimana ditegaskan pada butir E.2
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,
Untuk itu, Pemenntah Kabupaten Agam agar Korisisten dan tidak
menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan dalam
Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran unluk penurunan prevalensi stunting
{pendek dan  sangat pendek) pada anak baduta, penurunan
previalenst  kekUrangan  funder weightl pada anak balita dan
menurunnya prevalenst wasting {(kurus} anak balita sebesar
Rp63.498.324.022 atau 20.81Y% dan 1otal anggaran kesehatan
sebesar Rp329.132.864.997.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun
2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai
dengan peraluran perundang-undangan namun hanya mencakup
Perangkat Dacrah  pengampu  urusan  keschatan dan  urusan
pengendahan  penduduk dan keluarga berencana saja. Belum
terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lam yang
terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan niang.
perumahan rakvat dan kawasan permukiman, hngkungan hidup,
sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan
pemberdayaan  perempuan dan perlhindungan  anak,  urusan
pemberdayaan masvarakal dan desa, orusan pertanian, urusan
kelautan dan  perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan
penunjang fungsi perencanaan.

Belanja daerah untuk penurunan stunting, agar diarahkan untuk
pelaksanaan kegiatan antara lain:

{l). kegiatan vang mendukung intervensi gizi spesifik seperh
pembenan suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil,
bayi dan balita.

(2). kegiatan yang mendukung intervensi gizli  sensitive sepertt
penyedigan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses
layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan
keluarga rawan stunting.

|3). kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan,

dengan memprioritaskan belanja utamanya unluk kegiatan yang
mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi
terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita pada Dinas Kesehatan
serta melibatkan perangkal daerah lain pengampu urusan urasan
pendidikan, urusan pekerjoan umum dan penatasn ruang. urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan
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hidup, urusan sgsial, urusan kependudukan dan catatan sipil,
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan
kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan
penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan
kebijakan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemerintah Kabupaten Agam harus mengalokasikan belanja
infrastruktur pelayanan publik mintmal 40% {empat puluh persen)
dari total belanja APBD difuar belanja bagi hasil dan/atau transfer
kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil danjatau transfer kepada
dacrah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH
Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
sebagaimana ditegaskan pada butir E.l.c. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rpb501.773.113.928 atau 33,73% dari total belanja
APBD diluar belanja bagl hasil dan/atau transfer kepada daerah
dan/atau desa sebesar Rpl 487.546.767.160, dengan rincian pada
Tabel 9 dan 10 sebagai berikut :

Tabel
Perhitungan Belanja Infrastrukiur Pelayanan Publik
Jumlah {Rp|
Komponen Perhitungan APBD 2023 APBD 2024 Sellsih

Taotal Belanja Daerakh

Belanja bupg hasil danfatau transler

kepady daerah dan/Atau desas

1.559.558.808.634

1677 ETTE14.015  118.119.505.381

d belanja hagi hasjl 7507 388.731 . H.506.T40.255 . 309.351.524
& banruan keuangan 167 418683 .895 181 824 106600 14 405,422,705
[ jumah fa+h) 175,416,072 626 190,130 846 855 14.714.774,220

Selisik |1-2]

" Mimmal Erlanja Infrastruktur Pelayvanan

Tabel 10
Format Perhitungan Belanja Infrasriukiur Daerah
Jumiah
Homponen Perhitungan AFED J033 APBD 2034 Balixih

a  Belanja Modal: 153.292 %68.T46 - 165.5392.027.237 I [17.7350. 54 1.509)
Lb tamaty; 0 . 100, CrOd0 . D0y . 1 D0 OO0 (M0
2t peralatan dan mesin: LI I . La20.971.111 - (18767 .563.51 1}
Ji bangunan dan gedung; A1.6%1.131.163 AR ETI AR M55 I (2.980,547.494) .
4| jalan, jaringan, dan migasi; £S5 164,106,985 . S3471.748.001 I B.BO7. 641 676 .
5] aset 1elap lamnye; BHIGA2ATE . 425,420, 3(H} I [2.709.812. 1764 .
1] Asct JAnnye. 1, 5 0. Q00 . ERUALLIRC L . S04 540 000 I

]

Publik [H%. x Selising

1.384.[42.736.008 1.487 5330767 1R(

S5ALAT 09 403

2085.018. 705 BE4

~103.404.021.152
436l al2da]

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Daerah Pemeriniah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp501.775.113.928, dengan rincian pada Tabcl

10 sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan
Jumbah 1 = ta + b

10.462.433.361
176.004.450.598

E2.445.124,.319
205.737.0693.0603

111.981. TO0.S58) .
{25.723.242.46)




a
b

r
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Komponen Perhlitungan

APHD 2023
Belanya Elitwd: 23 ThIGETTA23
Belanga Fantunn Sossal. ' 5 0t 650,000
Belanpa Hantuas Keiiaingan It 41K GBI 8595 .
Juptiab b= g . 198.209.011.518 .

Jumlals Teiamu Tnfastrukiur

Jumnlahb
AFED 30354

L6 Tt aHd 14

AR AL MRy ane
PR 8ED T0Hy (0

236.233.086.6%1

=01 775,113,938

Bellxib
100332 05 516
23,186 646 952
14 415 422,700
138.004.078.17a

130.273.532.004

[Jaetab (1 - 2 A41.5¢1.580.264 ]

Pemerintah  Kabupaten Agam  belum  memenuhl Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana  diamanatkan pada
butir E.l.c. Lampiran Peraturan Mentern Dalam Negeni Nomor 15
Tahun 2023 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayvanan Publik
merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait
dengan percepatan  pembangunan  dan  pemeliharaan  fasilitas
pelayanan publik dan ekonormi dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurang  kemiskinan  dan mengurangi
kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Agam Aarus konsisten uniuk
mengupdayakdn  secara terus menerus agar alokasi  Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 4{% (empat
puluh persen) scbagaimana diamanatkan cleh ketentuan perundang-
undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur
pelavanan publik belum mencapal 40% (empat puluh persen}
Pemerintah  Dacrabh  menvesuatkan  porsi belanja  infrastruktur
pelavanan publik daerah  secara beriahap dalam waktu 5 (lima)
tahun sejak diterlntkannya Undang Undang Nomor | Tahun 2022,
schingga balas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja
imfrastruktur sekurang kurangnya 4% sampai dengan Tahun
Anggaran 2027 sebagaimana dilegaskan pada butir E.l.c.l)
Lampiran Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Agam (di luar gaji dan
lunjangan} sebesar Rp3.628.516.866 atau 0,22% darni total belanya
daerah dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Agatn
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung penguatan
pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Agam
anlara lain tercantum pada :

I} Kegiatan  Penvelenggarazan Pengawasan  Intermai sebesar
Rpl1.019.030 985;

2y Kegiatan Penyelenggarzan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
schesar Rpl 32,695 000;

31 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rpl48.950.000;

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Agam vaitu
sekurang-kurangnva 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen| dan
total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.4.2]b)
Lampiran Peraturan Menleri Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2023,
Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji
dan tunjangan pada SKPD Inspektoral, sebagaimana maksud bulir
E.2.d.3t Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 dan Surat Menleri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/5J
tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Dacrah dalam
Pengawasan Pernerintah Dacrah.
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korupsi, Operasionalisasi sapu  bersih pungutan  liar.
Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama
APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
laporan /pengaduan masyarakat vang berindikasi korupsi.
Monitering dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut  hasil
pemeriksaan APIP.

2] Peningkatan kapabilitas APTP meliputi, Kapabilitas APIP leve] 3,
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan
manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120
jam/ftahun per APIP.

3| Sarana dan prasarana  pengawasan, sepertls laptop,  alat
pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.c Lampiran Peraturan
Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah

Jurnlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalam rangka pengembangan kompetensi Pemenntah Daerah
Kabupaten Agam menjadi sebesar Rp436.344.000 atau 0,03% dan
total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuia pada
kegiatan Pengembangan Kompetesi ASN.

Pemerintah Kabupaten Agam belum memenuhl alokasi anggaran
untuk pendidikan dan pelatihan bagt ASN  dalam rangka
pengembangan  Kompetens: penvelenggara Pemerintah  Daerah,
paling sedikit 0,16% dan total belanja dacrah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.¢ Lampiran Peraturan
Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Untuk itu Pemcrintah Kabupaten Agam harus mengupayakan
dalam mengalokasikun anggaran untuk memenuhi kebutuhan
terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah
Daerah dalam APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

1} Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negen, pengembangan
kompetensi tekmis, scbagaimana amanat ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2} Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka
serlifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri [Jalarm Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang
Pendidikan dan Pelatthan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negern Nomeor 108 Tahun
2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan
kompetensi Penvelenggara Pemerintah pada Kabupaten Agam
dalam APBD} tahun anggaran sebelumnya telah melcbihi
perhitungan tersebut di atas, maka Pemerinlah Kabupaten Agam
tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase  alokas:
anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
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ditegaskan pada butir E.2.¢ Lampitan Peraturan Mentern Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 vang ditetapkan scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

d.

Pemerintah Kabupaten Agam mengalokasikan anggaran dalam
rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK} Kabupaten
Agam scbesar Rp2.707.984.581 atau 0,16% dari Total Belanja
Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang AFBD Tahun
Anggaran 2024, pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesectaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Keta di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemcrintah Kabupaten Agam agar mengalokasikan anggaran dalam
rangka dulbungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengperak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK] Kabupaten
Agam dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dengan mempnoritaskan melalul program, kegiatan
dan sub kegatan pada SKPD sesuar Kklasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Percticanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah  Kabupaten Agam  harus  konsisten untuk
menyediakan alokasi anggaran yang memadal terhadap
dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang
ditegaskan pada butir E.2.ac Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas
tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Dacrah (FORKOPIMDA]
Kabupaten Agam sebagai pelaksanaan urusan pemerinlahan wmum
yvang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan
dan dilaksanakan oleh Bupati/Wali Kota di wilayvah kerja masing
masing scbesar Rp49.389.618.139 atau 2.94% dan total Belanja
Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Penanggulangan Bencana Dacrah.

Pemerintah Kabupaten Agam harus konsisten untuk
menyediakan alokasi anggaran dimaksud yang memadal
sehagaimana diamanalkan dalam butir E.3.ai4)i} Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan Anggaran Hibah Forum KkKerukunan Umat Beragama
i(FRKUB)} dalam Rancangan Peraturan Dacrab Kkabupaten Agam
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar
Rp93.558.025 atau 0,01% dari total Belanja Daerah  yang
dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Fkonorm, Sosial dan
Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Moenteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor & Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah lbadah. Pemerintah Kabupaien Agam harus konsisten
untuk menyediaikan alokasi anggaran garng memadal guna
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mendukung  Pelaksanaan Tugas Kepala Dacrah/Wakit Kepala
Dacrah  Dalam  Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesaluan bangsa dan
politik melalul hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 903/6397/5J tanggal 25 November 2020
tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan
juga pada butir £.3.2i.3)d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023.

Penyedizan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN} dalam
penigadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran
2023 scbesar Rpl63.391.318.996 atau 30% dari total Belanja
Barang dan .Jasa ditambah Belunja Modal diluar Belanja Modal
Tanah secbesar Rpd44.612.801.755 pada Rancangan Peraturan
Daerah 1enlang APBD Tahun Anggaran 2024, Hal ini belum
memenuhl amanat [nstrukst Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka
Menvukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan lndonesia pada
Pelaksanaan Pvngadaan Barang/.Jasa Pemerintah, angka 2 yang
menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wapb merencanakan,
mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% {(empat
puluh  persen} nilar anggaran belanja  barang/jasa untuk
menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari
hasil produksi dalam negeri.

['rtuk itu, Pemerintah Kabupaten Agam harus menyemplurmakan
Ranperda APBD 20024 dengan meningKatkan porst TKDN minimal 40%
dari total Belanja Burang dan Jasa dan Belanja Modal diluar Belunja
Moda! Tanah., Kedepuannya Pemenintah Kubupaten Agum agor ferus
berkomitmen  untuk  mendukung dun menyukseskan Gerakan
Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Daerah sesual dengan Surat Edaran
Bersama Nomor 027/1022/5J dan Nomor 1| Tahun 2022 1entang
(Gierakan  Nasional Bangga Buatan Indenesia pada pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemernintah Daerah. Untuk itu agar
Bupati Agam:

{al melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan
ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal €7 Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021,

{11 Pemerintah Dacrah wajib menggunakan produk usaha
mikro, usaha kecil dan koperasi dan hasit produksi dalam
negerl dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (cmpat
puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa
yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja
modal di luar belanja modal tanah;

(2} Pemerintah Daecrah wajib menggunakan produk dalam
negeri yang telah memiiki nilai Tingkal Komponen Dalam
Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobolt Manfaat Perusahaan
{(BMP) paling rendah 40% (empal puluh persen), dan

{3) memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa
dengan ketentuan dibenkan terhadap barang vang memiliki
TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
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{bl' meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa
kepada Usaha Mikro dan Kecil [UMK] lokal yang tergabung
dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

(PPM3E)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh
LKPP.

[c) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola
pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien
dengan:

(1) membentuk, mengclola dan/atau mengembangkan katalog
elektronik lokal;

(2) mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal;

3) melaksanakan E-purchasing melalui katalog elektronik
lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan;: dan

(4] melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan
dalam pelaksanaan E-purchasing.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Opecrasi sebesar Rp1.303.959.320.873
atau 78% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rpl.677.677.614.015, merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka
pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomeor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp792.914.473.216 atau
47% darn total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Selanutnya jumiah alokasi Belanja Pegawal diluar tambahan
penghasitan gury, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan
tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah
ditentukan penggunaannya sebesar Rp646.240.076.216 alau 39%
dart total Belanja Daerah dalam Rancangsn Peraturan Daerah
Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Belum memenuhi keterntuan alokasi belanja pegawai di luar
tunjangan guru yang dialokastkan melalui Tunjangan Kinerja Daerah
maksimal 30% f{tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30%
ftiga puluh persen}, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja
Pegawal Daerah secara bertahap daelam waktu 5 lima) tahun,
sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1)) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran belanja pepawai yang antara lain tercantum
pada:
1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara {ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar
Rp330.170.789.299 atau 32% dari lotal Belanja Daerah, dapat
dianggarkan dalamn Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD




2)

3)
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Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN [PNS dan PPPK) serta
pemberian gaji ketiga belas dan tunj angan hari raya, kebutuhan
pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawal Tahun 2024,
kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pPangkatl, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress
yang besarnya maksimum 2,5% {dua koma lima petsen) dari
jurnlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai
maksud butir €.3.a.1)h) Lampiran  Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan
Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

a} Belanja luran Jaminan  Kesehalan ASN  sebesar
Rp29.166.740.160.

bl Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN menjadi
sebesar Rp844 . 116.610.

¢] Belanja luran Jaminan Kematian ASN  sebesar
Rp2.313.799.370.

d] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar
Ep0.

€] Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
sebesar Rp0.

fy Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp0.

gl Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar
Rp89.540.640.

h} Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD  scbesar
Rp2.065.3972.

i) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp6.393.480.

Yang diperuntukkan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan
dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan
dalarn Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir
C.3.a.1}h)({S} dan butir C.3.a.11h){6) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2013 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kemattan Bagi Pegawal Aparatur Sipil Negara,
schagaimana tclah dinbah dengan Peraturan Pemerintah Nomeor
56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang antara lain dinraikan pada :

a} Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar
Rpl7.703.575.300.
(1) Belania Tunjangan Jabatan DPRD sebesar

Rpl.458.098.250.

(2] Belanja Tunjangan Koemunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp3.402.000.000,
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(3] Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp850.500.000..

{4] Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
DPRD sebesar Rp3.090.070.188,

5] Belama  Tunjangan  Transportasi DPRD  scbesar
Rp6H.900.000.000.

bj Belanja Dana Opcerasional Pimpinan DPRD  scbesar
Rpl150.550.228;

Dapat  dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daecrah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
scpanjang Peraturan Dacrah tentang Hak Kecuangan dan
Administrati{l Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor188.31/7808/5J perihal Penjelasan
lerhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 serta Peraturan Menten Dalam Negeri Nomar 62
Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas,
cfisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas
dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Belanja Penerimaan Lainnva Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH scbesar Rp850.241.205
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, belurmn sesual dengan Pasal 9 avat (2) huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah
vang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala
Dacrah Kabupaten/Kota dengan  klasifikasi Pendapatan  Asli
Daerah di atas J50 milyar dialokasikan vaitu paling rendah
sebesar Rp600.000.000,00 dan paling tingg sebesar 0,15%.
Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus
mempedomani Pasal § huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan
dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan  ASN
sehesar RpBY.672.722.693 atau 5% dari lolal Belanja Daerah
dalam: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang
APBED Tahun Anggaran 2024, vang diuraikan ke dalam rincian
obyek belanja :

a)] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Heban Kerja ASN
schbesar Rp81.538.083.165.

bl Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi kerja A3SN
scbesar Rp2.966.639.528.

¢} Tambuahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
schesar Rp3.168.000.000,.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektil
Lainnya ASN sebesar Rp3.168.000.000.
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Untuk poin 5) dan 6| dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan memperhatikan aspek efektifitas. efisiensi, kepatutan dan
kewyjaran  scrta  rasionalitas  penggunaan anggaran dengan
mempedamani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 201% dan butir D.16.a.1)j}{7) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Agam dapal memberikan
Tambahan Penghasilan Pegawai {TPP| kepada pegawai Aparatur $ipil
Negara [(ASN) dacrah dengan memperhatikan juga kemampuan
keuvangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada
Peraluran Pemenntah, dan dalam hal belum adanva Peraturan
Pemenntah mengenai TPP, kepaia dacrzh dapat memberikan TPP
bagi ASN selelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Neperi,
dengan mempedomani butir C.3.a.1Jh){7) Lampiran Peraturan
Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

7] Belanja Tunjangan Profesi Gura (TPG) PNSD  scbesar
Epla44.281.382.000.

#) Belanja Tamsil Guru PNSD schesar Rp2.393.015.000.

Untuk poin 7] dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024
untuk Tumjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di
Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran
2022 melalui DAK Non Fisik scbhagaimana maksud butir
C.3.a. 1)h)7)ichi.vii){inn) Lampiran Peraturan Menter:i Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta alokas: anggarannya untuk
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

9| Belania Daerah yvang diuraikan antara lain :

a) Belanja Insentil bersumber dan Pendapatan Pajak Daerah
sebesar Rp2.101.028.141 alau 2,76% dari total Pajak Daerah
dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Agam
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp76.257.322.185 diuraikan secbagai berikut :

(i) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
sebesar Rp1.493.025.223.

{2} Belamja [nsentil bagn KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Daerah scbesar Rph07.102.918.

b Belanja Insenti! hersumber dari Pendapalan Retribus] Daerah
schesar Rpl90.522.725 atau 3.44% dan total Retnbusi
Daerah di luar Retribusi Pelayanan Kkesehatan pada BLUD
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam
tentang  APBD  Tahun Anggaran 2024 sehesar
Rp5.540.476,938 diuraikan sebagai berikut :

1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi
Daerah sebesar Rpl185.280.553,.

(2} Belanja Insentil bagi KDH/WHKDH atas Pemungutan
Retribusi Dacrah sebesar Rp5s. 242,172,

Alokasi insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribus
duerah sudah sesual ketentuan yaitu paling tingg 5% flima
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persen) dan rencana penenmoun Pyjak Daerah dan Retribusi
Daerah scbagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal & ayat (1)
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan [nsentif Pemungutan
Piajak Dacrah dan Retribusi Dacrah. Perhitungan total belanja
Retnibusi  untuk insentif pemungutan relribusi di luar
Pendapatan retribusi Pelayanan Kesehatan yvang berasal dan
BLUD.

Selanjutnya,  sebagai  implementasi Pasal 58  Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak
[DDaerah bagl  Pejabat/PNSD  yang melaksanakan tugas
pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesual
peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah
satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan  obyektif lainnya scbhagaimana maksud butir
C.2.a.1)t) Lampiran Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

10) Beianja Honoranum  sebesar Rp?2.660.190.7530 diuraikan ke
dalam sub nnoan obyek antara lain Belanja Honorarium
Penanggungyawaban Pengelola Keuangan sebesar
Rp2.390.540.750.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Rabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengun
memperumbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam
pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapal target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan
harga vang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaunana
dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani
Peraturan Presiden MNomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional dan butir C.3.a.1jh}(7|(c]ii.viii] Lampiran
Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah  Kabupaten Agam  dilarang menganggarkan  belanja
peqgaedi yang peruntukannya bagi tenaga rnon ASN, karena belanja
pegaai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala
Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1)h}{9)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,
Belanja Barang dan Jasa

Penvediaan angegaran Belanja Barang dan jasa menjadi sebesar
Rp379.070.864.5318 atau 23% dan total belanja daecrah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam lentang APBD Tahun
Anggaran 2024, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas| bulan,
termasuk barang/jasa vang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemenntahan Dacrah guna mencapai
sasaran prioritus daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada
SKPD terkait scbagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a2.2}a] Lampiran
Peraturan Menteri Ralam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa vang antara lain
tercantum pada obyek belanja :
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1) Belanja Barang sebesar Rp&5.051.829.996 yang diuraikan pada :

2)

a] Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp85.043.495.994,
antara lain diuraikan pada :

(1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sehesar
Rpl2.639.726.474.

(2} Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp2.047.673.954

(3] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor sebesar Rp3.884.531.141.

(4} Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
scbesar Rp4.521.044.255,

(5] Belanja Obat-Obatan-QObat sebesar Hp4.521.044 255,

{6) Belamja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat sebesar Rp28.213.296.952.,

(7) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp7.491.216.9132.

{8} Belanju  Makanan dan Minuman Rapat sebesar
Rp6.342.299.000.

(9) Bclanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Kesehatan Sebesar Rp2.896.941.000.

[10}Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
sebesar Rp2.896.941 000,

b} Belanja Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp8.334.000.

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata
vang didasarkan atas volume pekerjaan scrta memperhitungkan
estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan
mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c){1}a}
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023, serta memperhatikan aspek cfektifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakal, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna
pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam
RPIMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga
beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga /pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa
sampal siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir
C.3.a.2)c){l)b), butir C.3.a.2)c){l)c} dan butir C.3.a.2)c)(1)d)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Belanja Jasa scbesar Rpl143.657.499.159 yang antara lain

diuraikan :

a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp93.877.457 477 yang
diuraikan antara lain :
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{1} Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator
Pembawa Acara, dan Panitia semula scbesar  Pembawa
Acara, dan Panitia sebesar Rp4.550.331.0040,.

i2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sckretariat Tim
Pelaksana Kegiatan sebesar Rpl.626.190.000.

[3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan schesar
Rp1.407.600.000.

{4} Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah scbesar
Ep429.500.000.

Harus dibatasi penganggarannya dalam  Rancangan
Peraturan Daerah kabupaten Agam tentapng APBD Tahun
Angparan 2024 mcempertimbangkan azas kepatutan dan
kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan,
dan selamyutnya dilakukan pengurangan jumlah  alokasi
anggaran  tersebul di  atas dengan mengurangi  fumlah
orang/anggota fm maupun penyesudion harga satuan sesual
dengan hketentuan peraturan perundang-undangan, seria
dalam rangka mencapai targel kinerja kegiatan dengan
mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh
kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan
Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 dan memperhatikan
bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan  jasa  vang  dibatasi  serta  didasarkan pada
pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiaian
memiliki  peranan dan  koniribust nyala  terhadap
pelaksanaan sub kegiatan dan pencapalan target kinerjanya
sebagaimana  ditegaskan  pada  buar C.3.a.2)e)(2)ah.
Lampiran Peraturan Menten Dalam Negern Nomor 15 Tahun
2023

{S) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar
Rp4.186.000.000.

61 Brlanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rpa.105.044.035.

i7) Belanja .Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyuarakat sebesar Rp2.190.020.000.

%) Belanja Jasa Tenaga Adrminislrasi sebesar
Rpl4.711.010.000.

{9) Belamja .asa Tenaga Operalor Komputer sebesar
Rp5.759.320.000.

{(10)Belanja  Jasa Tenaga Pelavanan Umum  sebesar
Rp3.104.240.000,

(11}Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp2.101.710.000.

(12}Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar
Rp6.437.325.000.

{1 3)Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp2.038.540.000.

i {4)Beianja Jasa Kontribusi As0s1as] sebesar
Hp2 339 227 600,

Harus dibatasi dan dikurangi alokasinya dan agar diarahkan
untuk menjadi Pegawal dengan Perjanjian Kerja dengan
mempoedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Mangjemen Pegawar Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat
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Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan
instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non PNS
dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi
pegawar non PNS yvang bertugas pada instansi pemerintah
termasuk badan lavanan umum  daerah  sebelum
diundangkan peraturan pemerintah  ini masih  tetap
melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam
jungka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat
diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan
scbagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi
pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan
Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasi Nomoer 41 Tahun 2018 tentang Noemenklatur
Jabalan Pelaksanaan Bagl Pegawa Neperi Sipil i
Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila peruntukkannya untuk mengakomadir pengangkaian
baru bagi pegawai non PNS dan/atou non PPPK untuk mengisi
jabatan pelaksana ASN sehuagammana disebuthun di atas,
maka Pemerntah Kabupaten Agam tidak diperkenankan
untuk mengatokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan
untuk memenuhi kebutihan alokasi SPM dan alokas belanja
yang diuvephkan lginnya yang belum  terpenuhi  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

i15)Belanja Tagihan Air sebesar Rp477.612.168.
(i&)Bclanja Tagihan Listrik scbesar Rp25.815.727 961,

(17)Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar
Rp1.288.560.003.

(18}Belanja Kawat /Faksimili/Internet/ TV Berlangganan
sebesar Rpl.728.360.000.

Penganggarannya agar disesualkan dengan kebutuhan yang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. jumlah
pegawal dan volume pekerjaan dengan tetap memperhalikan
aspek efcktifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta
penghematan penggunaan anggaran sesual dengan maksud
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
sebagaimana  ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2)(alh
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

Belanja Lembur sebesar Rp3.384.538.000.

Pengangparannya disesuaikan dengan kebutuhan vang
didasarkan atas pclaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah
pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan
aspek efektifitas, c¢fisiensi kewajaran dan kepatutan scrta
penghematan penggunaan anggaran sesual dengan maksud
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Helanja luran .Jaminan/Asuransi sebesar Rpdb.27V9.7¥07 282

vang diuraikan :

i1)] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan
BP Kelas 3 sebesar Rp28.761.600.000.

{2} Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagl Peserta
PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp3.525.916.800.
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Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Agam dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage
(UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi
seluruh penduduk, di luar pescrta pencrima bantuan iuran
¥ang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada
SKPD vang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan
keschatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Agam tidak
diperkenankan mengelola sendiri {sebagian atau seluruhnya)
Jaminan Kesehatan Dacrahnya dengan manfaat yang sama
dengan Jaminan Kesehatan Nasicnal, termasuk mengelola
schagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema
ganda sebagaimansa dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(biv.i} dan
butir  D.16.a.2)c2){bjv.vii) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

(3) Belanja {uran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebesar Rp1.426.380.038.

(4} Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar
Rp740.675.844.

(5} Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
sebesar Rp651.086.000.

(6} Belanja Turan Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar
Rpl.

[7) Belanja Asuransi Barang Mililk Daerah sebesar
Rp466.975.000,.

{8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja
Rentan sebesar Rp403.020.000.

(9) Belanja luran Jaminan Kcmatian bagi Prkerja Rentan
sebesar Rp274.053.600.

Perhndungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 20135 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pecmerintah Nomor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Agam tlentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani  Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004
lentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang
Nomeor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013
tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial,
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optlimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2)c){2)(b) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

(1} Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar
Rpl1.341.775.000.
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(2) Belanja  Sewa Gedung dan  Bangunan  sebesar
Rp5.924.437.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dan
disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing
kegiatan dengan mempriorituskan terlebih dahulu penggunaan
barang milik daerah.

Selanjutnya, apabila lidak terdapat barang milik daerah
terkait maka penganggaran dan pelaksanaan  kegiatan
dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggdaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Selanjutnya, selisth lebih dari efisiensi penyediaan anggaran
terscbut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka
perungkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah
dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang
milik  dacrah  yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
Perencanaan kebutuhan barang nmulik daerah dimaksud
berpedoman  pada  standar  barang, standar kebutuhan
dan/alau standar harga sesual  arnanat Peraturan
Pemernniah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Belanja Jasa Konsullansi Konstruksi sebesar
Rp3.958.722.400.

Belanja .Jasa konsultans: Non  Konstruksi  sebesar
Rp363.000.000.

Pernerintah  Dacrah dapat menganggarkan Belanja Jasa
Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran .Jasa
Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep full costing atau
nilai asct tetap yang dianggarkan dalam  belanja modal
adalah sebesar harga beli/bangun  aset sampai  siap
digunakan. Sclanjutnya Pemerintah Kota Payvakumbuh dapat
menganggarkan  jasa  konsultasi konstruksi | apabila
diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dan diakui sebagai Kenstruksi Dalam Pengenaan
(KDP] scsual dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan secbagaimana maksud butir  C.3.a2.2)c)(2)ig)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekns
serta Pendidikan dan Pelatithan sebesar Rpl.374 850,000,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Agam lentang APBD Tahun Anggaran 2024,
dengan tetap memperhatikan  aspek  ofektifitas, efisicnsi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran, mengingal untuk menghadin pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait
dengan pengembangan kapasitas sumber days manusia bagi
Pejabal Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan
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Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli
diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Agam.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar
dacrah harus dilakukan sccara sangat selektif dengan
mempertimbangkan  aspek aspek  urgensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,
kualitas advokasi dan pelayanan penvelenggara serta
manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan
dan pelatihan, bimbingan tcknis atau secjenisnya guna
efektifitas penggunaan anggaran daerzh.

Belanja Pemeliharaan sebesar Rpl0.462.423.361 yang diuraikan
pada :

al Belanja Pemelharaan  Peralatan dan  Mesin  sebesar
Rp4.607 .396.500.

b} Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar
Rp3.551.669.734.

¢} Belanja Pemeliharaan .alan, Jaringan, dan Irigasi sebesar
Rp2.303.306.827.

Dapat  dianggarkan dalam Rancangan Peraturan  Dacrah
Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sesum
dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efeknifitas,
efisiecnsl,  kepatutan dan kewajaran  serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyala
pada masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemernintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelols barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1} dan ayat (2} Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik  Daerah, serta butic
€ .3.a.2|c|{3) Lampiran Peraturan Menten [alarm Negen Nomor |5
Tahun 2023.

Belanja Perjalanan Dinas scbesar Rpbd7. 498 481 255 vang
diuraikan pada :

a) Belanja  Perjalanan Dinas Dalam  Negeri  scbesar
Rp57.377.101.255.

b} Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rpl121.380.000.

Dalam penganggaran Belanja Penjalanan Dinas  harus
memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya
rill dan pengalokasian pada kode rekening yvang sesuali dengan
maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan.
Selanjutnva harus dirasionalkan dan dikurangl jumlah
anggarannya dengan memperhatikan aspek cfektifitas, cfisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capalan
target  kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Agam  agar
menghituny kembuli alokasi Belanju Perjulunun Dinas dengan
membatasi hari, jurlaeh orang dun capatan Kinerja perjalanan
dinas dimaksud, schingga relevan dengan substansi kebijakan
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pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan
dan  akuntabel sesual peraturan  perundang-undangan.
Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus
memaperhatikan butir C.3.a.2)c){4} Lampiran Peraturan Menten
Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2023,

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksnd dialihkan
untuk mendanai Kegiatan  dan Sub  Kegiatan  prioritas
schagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS vang
menunjang pencapaian Pnoritas Pembangunan Nasional Tahun
2024 sesual dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Agam untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan
dan pengawasan pada Inspekicrat Pemerintah Daerah
Kabupaten Agam sekurang-kurangnva 1% (satu persen) dad
total belanja daerah (diluar gap dan  tunjangan), untuk
memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan
bagi  ASN  dalam  rangka  pengembangan  kompetensi
penyelenggara Pemenntah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol
koma enam belas persen) dan total belarga daerah, serta untuk
memenuhi  alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada screntak.

Selunjuinya, Pemerintgh  Kabupaten Agam agar tidak
menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri pada
Runcangan Peraiuran Daerah Kabupaten Agam ltentang APBD
Tuhun Angraran 2024 kecuali hanpa untuk kegilatan yang
bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah
Daerah Kabupaten Agam, antara lain telah memiliki perjanjian
kerju surma aniurgd Pemerintah Daerah Kabupaten Agam denguan
pihak luar negeri dan dalam pelaksanoannya jugae harus
berpedoman pada Instrukst Presiden Nomor 11 Tahun 2005
teritung Perjalanan inas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan
Dinas Ke Luar Negeri Bagt Aparatur Sipil Negara Kementerian
Dalam Negert dun Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil
Kepalu Daerah, Pimptnan dan Anggota DPRID.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rpl11.61%.690.300 vang
diuraikan pada Belanja Uang vang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masvarakal.

Dalam pelaksanaannya tctap memperhatikan aspek cfektifitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata
pada masing-masing kegiatan scbagamana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyedizan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada
kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu
prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak
sosial kemasvarakatan alibal penggunaan tanah  milik
Pemerintah Dacrah untuk pelaksanaan pembangunan proyck
strategis nasional dun non provek strategs nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
TKDD vang penggunaannyva sudah ditentukan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebapaimana
dimaksud dalam butir C.3.a.2)c)(d) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2023,
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Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

Alokasi Belanja BOS yaitu pada Belanja Hibah Dana BOS sebesar
Rp654.404.400.000 sama dengan alokasi target DAK Non Fisik
BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang
APBD Tabun Anggaran 2024 sebesar Rp64.404.400.000, sudah
sesual maksud Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2020 tentanp Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada
Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a){4)(eji. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran yang tercantum pada :
1) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp3.116.396.000,
2] Belanja Barang dan .Jasa BLUD sebesar Rp70.780.940.447.

J) Belanja Modal Peralatan dan  Mesin BLUD  sebesar
Rp1G.058.426.545.

4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar
Rp2.513.703.420.

Belanja BLUD sebesar Rp86.369.466.412 leblh besar dari target
Pendapatan BLUD berupa Retribusi Pelavanan Kesehatan  yang
dialokasikan pada Rancangan Pcraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp80.390.536.285. Belum sesuai
dengan maksud Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai
pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam
APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja
BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan
SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsclhidasikan kedalam RKA SKPD
pada akun belarja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu)
program, 1 {satu] kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja,
serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan
Pemerintah Daerah, kegialan peningkatan pelayanan BLUD, sub
kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah sebesar
Rpl26.195.683.139 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan antara lain pada :

1} Belanja  Hibah  kepada  Badan, Lembaga, Crganisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar
Rp60.923.100.000.

2} Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rp868.183.139.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomanti
Pasal 2%8 ayat (4] dan ayat (5} Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Permeriniah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tenlang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Megern Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daecrah, kecuali diteptukan lain  oleh peraturan
perundang-undangan.
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Belamutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Agam telah
memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urasan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan vang
diwajibkan olell peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Agam serta untuk mendanail
progratm dan kegiatan priortas yang terkait langsung dengan
pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belamja
hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah
memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi
dan kepentingan daerah dalam mendultung terselenggaranva fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan  juga
bertujuan untuk melindungl dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat {4} Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 scbagaimana tclah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2033 tentang
Penetapan Peraturan Pemnerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal
62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta
butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 15
Tahun 2023,

Namun apabila masth terdapat alokasi pelaksanaan urusan
pemerintahan wajlb diantaranya terkait pelayanan dasar
dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadal
{dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di
Kabupaten Agam baru sebesar Rpl19.267.258.918 atau 1,15%
darl total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024), maka Pemerintah
Kabupaten Agam waflb mengalihkan alokasi Belanfa Hibah
tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wafib
terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11
ayat (3} dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undarng-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penectapan Peraturan Pemerintah Pengganii Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi{ Undang-
Undang.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah
tersebut harus dijamin cfcktifitas kebenaran tujuan darn penyediaan
anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan
rekomendasi darli Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan
pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat
sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja
hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah
daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan bclanja
hibah dan bantuan sosial yvang sifatnya bukan menjadi uruszan
pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Dacrah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus
mempedomani pagu anggaran belanfa hibah yang tercantum
pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja
Hibah Bantuan Kcuangan kepada Partai Politik  sebesar
Rp868.183.139, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor
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5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahzn Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2019 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan,
Pengunggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir C.3.a.5)d)(7)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Mentenn Dalam Negeri Nomeor
600.1.9.1/435/3J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walkota dan
Wwakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januan 2023, maka
Pemerintah Kabupaten Agam agar memastikan tersedianya alokasi
anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala
Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan
Pengawas Pemilu {Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan
di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 60% sisanya dialokasikan pada
APBD Tahun Angparan 2024.

Dalam Lampiran Il Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran
APBD TA. 2024, tercantum besar alokasi Belamja Hibah untuk KPU
Kabupaten Agam scbesar Rp33.300.000.000 atau 97% dari total
NPHD scbesar Rp34.500.000.000 dan Bawaslu Kabupaten Agam
sebesar Rpll1.400.000.000 atan 96% dari total NPHD sebesar
Rp11.900.000.000.

Untuk menjamin Ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan
tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kabupaten Agam
Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Agam sudah memenuhi alokas!
hibah kepada KPLS dan Bawashi Kabupaten Agam sebesar sisa total
Kebutuhan pada APBD TA 2024 ini, sesugt NPHD yang telah ditanda
tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan KPU serta Bawaslu
Kabupaten Agam.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rpl65.342.027.237 atau
10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus
diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana
dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan publlik serta pertumbuhan ekonomi daerah,
sehbagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan
Menterl Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran
yvang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya
yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 {dua
belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan
melewatt batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir C.3.b.1),
C.3.h.2} dan butir C.3.b.3} Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023.
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Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah (BMIZ) dilakukan sesual
dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektil, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan
akunlabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjuinya.
perencanaan kebutuhan barang milik dacrah merupakan salah satu
dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran  untuk
kebutuhan barang milik daetrah vang baru fmew inttiative) dan angka
dasar fbaseline} scrta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan
barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,
standar kebutuhan dan/atau standar harga., penetapan standar
kebutuhan oleh Bupati Agam sesual amanat Pasal 9 Peraturan
Permernntah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir
C.3.0.7), C.3.6.8), C.3.b.9} dan C.3.5.10) Lampiran Peraturan Mcnten
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
perubahan  kontrak mengakibatkan penambahan  nilai kontrak,
perubahan konirak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan mlat
kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus] dari harga yvang
tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54
ayat (2} Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada -

4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp31.520.974.111. vang
diuraikan ke dalam belanja antara lain .

1] Belanja Modal Alat Angkulan sebesar Rp3.4539.185.904.

2] Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar
Rpl.672.000.384.

3] Belanja Modal kemputer sebesar Rp3.822.366.950.
k. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp38.673.883.965.

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Ingasi sebesar Rp93.971.748.661
vang antara lain diuraikan ke dalam nincian obyek -

1] Belanja Meodal Jalan dan Jembatan sebesar Rp84.047 . 108.061.
2] Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp9.605.615.000.
d. Belanja Modal Aset Lainnva sebesar Rp950.000.000,

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan asel telap dan aset
lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari
12 |dua belas) bulan, dipunakan dalam kegiatan Pemernntahan
Dacrah, dan baitas minimal kapitalisast asel sesual kewenangan
Pemerintah Kabupaien Agam, sebagaimana maksud Pasal 252
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuar dengan Kewenangan
dan kemampuan keuwangan dun kebutuhoen daergh berdasarkan
prnsip esiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya,
penganggaran pengadaan barang mulik dacrah didasarkan pada
Rencana Kebutuhan Barang Millk Dacrah (RKBMD) yvang disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
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Pemerintah Kabupaten Agam tdak diperkenankan menganggarkan
pengudaan/ pembangunan  yang tidek tercatal pada RKBMD dan
tidak merupakan kewenangan duerah, dan  selanjutnya  agar
dialihkan pada program Kegiatan priontus daerah.
Penpgadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannva
juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kera
Pemerintah Dacrah schagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalarm Negeri Nomar 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 11 Tahun 2007 t1entang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang  Standarisasi Sarana dan Prasarana  Kerja
Pcmerintahan Dacrah, sebagaimana maksud  butir C.3.b.4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 15 Tahun 2023,
Sclanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal
Alat Kedokteran dan Keschatan sebesar Rp2 857.505.000.
dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kkabupaten
Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya
harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan
laboratorium tersebut dengan harga vang kompetitif dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianva
pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan
dimaksud dan kepastian dalam pelayvanan kepada masyarakat.

Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rpl8.045.419.050
atau 1.,08% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun jumlah alokasinya
perlu untuk dihitung kembali dan nominalnva disesuaikan dengan
proyeksi  kebutuhan  yang dilhitung  secara rasional dengan
memperimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dan
kemmungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,
serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud
Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010
serta butir C.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transler sebesar RplG0.130.846.855 atau

11,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan

sebagai berikut:

a. Belanja Bag Hasil sebesar Rp8.306.740.255 atau 10,16% dari total
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan
Dacrah kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024
schesar Rp81.797.799.173 diuraikan dengan rincian obyek:

1} Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kola dan Desa sebesar RpH.306.740.255, yang
diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajuk
Dacrah Kepada Pemerintahan Desa atau 10,89% dari total Pujak
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Dacrah dalam Runcangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.257.322.185.

2] Belanja Bagn Hasil Retnbusi Daerah Kkepada Pemerintahan
Kabupaten/kota dan Desa sebesar KpQ afuu belum dianggarkan
dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 schesar
Rp5.540.476.988.

Pemerintah Kabupaten Agam sudah mengalokasikan anggaran
untuk belanja bag hasil kepada desa, dimana besaran alokasi dana
bagi hasil vang bersumber dan pendapalan pajak daerah dan
retribusi daerah kabupaten Agam dimaksud diangparkan secara
brute sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2)a|(8) Lampiran
Peraturan Menter Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2023.

b. Belanja Bantuan Kruangan schesar Rpl81.824.106.600 atau 11%

dan total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
kabupaten Agam lentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang
diuraikan ke dalam rincian obyvek Belanja Bantuan Keuangan
Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar
Rpl81.824.106.600 termasuk di dalamnyva Dana Desa dan APBN
sebesar Rp94.152.438.000, schingga alokasi Belanja Bantuan
Keuangan Umum Daecrah Provinsi atae Kabupaten/Kota kepada
Desa sebesar Rp87.671.648.600,
Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa vang
dialokasikan tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 72 ayat (4)
dan ayat (6] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 i1enlang Alokasi
Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dari DTU
(DAU dan DBH) vang diterima oleh kabupaten/kala yvang memiliki
desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA
Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas
Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan schesar
Rp745.497.260.000 yaitu sebesar Rp74.549.726.000.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Agam agar konsisten untuk
menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
sebagaimana amanat Kelenluan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.d.2/b)8). C.3.d.2)bjD),
C.3.d.2ib)f10), C3.d2jhf1l) dan butir .3.d4.2/bj12} Lampiran
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

D. Kebijakan Pembigydan
Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp76.276.661.479, sebagaimana Tabel 11 sebagai berikul:
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan dacrah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupalen Agam tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebagal berikut:

1

Penernmaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan
rencana penenmaan daerah vang terukur secara rasional yvang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
pengeluaran daerah sesual dengan kepastian tersedianya dana atas
penerirmaan dasrah dalam jumlah vang cukup.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penenmaan vang perlu dibayar
kembali danfatau pengeluaran vang akan diteima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang terdiri :

1.

Pencerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan
pembiayvaan sebesar Ep81.276.661.479.

Penerimaan pembiavaan tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Schelumnya.

Penganggaran SiLPA  tersebut harus didasarkan pada
penghitungan dengan cermat dan rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun
Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya
pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat
didanal akibgat tidak tercapainya SIiLPA yang direncanakan
sebagaimana ditegaskan pada butir C.4.a.2)alfl] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal terdapat SiLPA vang telah ditentukan penggunaannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran
scbelumnya, Pemerintah Kabupaten Agam wafib menganggarkan SiLPA
dimaksud sesuai penggunaannya  sebagaimana maksud  butir
C.4.4.2)a}{3} Lampiran Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

Dalam hal SiLPA daerah tingg dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat
dirnvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi
Daerah sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan kebuiuhan yang menjadi priontas daerah vang
harus dipenuhi sebagaimana maksud butir .4.@.2ja)f¢4) Larmpiran
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2023,

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggt dan kinerja layanan rendah.
Pemerinlah Kabupaten Agam dapat mengarahkan penggunaan SiLPA
dimaksud unluk belanja infrasirukiur pelayanan publik daerah yang
beronentasi pada pembangunan ckonomi dacrah sebagaimana maksud
butir .4.a 2ja)f36) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2023,

Pengeluaran Pembiayaan
Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam

tentang  APBD Tahun  Anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran
pembiayaan sebesar Rp5h.000.000.000.
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IV, KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANCGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN

RKPL SERTA KUA DAN PPAS
A, Kesesuwawian  Program, kegiatan, dan  Sub  Kepiatan  Ranperda  dan
Ranperkada dengan Perubahan RKPD
Jumlah program, kecgiatan dan sub kegiatan serta plafon anggarannya
dalam RKPD. KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraluran Daerzh Kabupalen
Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 12 sebagai
berikut:
Tabel 12
Kesesuaian Jumlah Program, Kegatan, dan Sub Kegiatan serta Flafon
Anggaran Ranperda APBD TA. 2024 dengan RKPD dan KUA-PPAS

Mo Keterangan RPJMD RKPD | EUA-PPAS | APBD
I.  .lamlah Program FEN; 157 157 157
_-E 1-Iurnh;1;(r_gwlm1 [ B : 3K ' 381 | _.3.a|
| 1 ‘-iurn]-a?fmb kem@matan B KA1 . Bal ‘ _82[
.- _ —— ' - - |
| 4. .;::g::;f;?;“ 1,722 495 35 625. B .'."1_4-:;1.59u_5wi DT LALL At A FBTT BTT hid uﬁ.

Jumlah program sebanvak 157, jumlah kegiatan sebanyak 381 dan jumlah
sub kegiatan sebanyak 821 pada Rancangan Peratutan Dacrah Kabupaten
Agam tentany APBD TA. 2024 belum sesual dengan jumlah program dan
kegiatan dalam RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024.

Terkait dengan hatl tersebut, maka Pemenntah Kabupaten Agam hanya
diperkenankan melukukan penumbahan program, kegiatan dan  sub
kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD sepanjang
memenuhi kntena darurat atau mendesak sesual  Keterituan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat {2
Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tuhun 2019 dun Bab I huruf A angha 2
huruf b dan ¢ Lampiran Perahiran Menteri Dalam Negeri Nomar 77 Tahun
2020,

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN Kabupaten Agam TENTANG PENJABARAN AFPBD
DENGAN RPIMD /RPD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupalen Agam
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Agam
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagasimana
maksud Lampiran VII Rancangan Peraturan Dacrabh Kabupaten Agam tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

. Terdapat perbedaan jumlah anggaran yang tercantum dalam RPJMD pada
Tahun 2024 Rpl.722.956.945.625 sedangkan vang tercantum dalam
Rancangan Peraluran Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun
Angparan 2024 Rpl 677.677.604.015; dan

2. Jumlah program yang tercanlum dalam RPJMD pada Tahun 2024
sejumlah 243 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Agam tenlang APBD Tahun Anggaran 2024
sgjumlah 157 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Agam agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalarn RPIMI} bersifat indikatif, apar dipastikan belanja
daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas
daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
Jumlah program, kegiatan, dan sub kegatan agar didasarkan pada hasil

fasmlitusi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2024,

. Belanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian

targel akhir Indikator Kinerja Makre (IKM), Indikator Kinerja Utama {IKU)
dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalarmm RPJMD
Kabupaten Agam Tahun 2024-2026.

VI LAIN-LAIN

Pemerintah kabupaten Agam dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024,
sclain - memperhatikan  kebjjakan dan  tcknis  penyusunan  APBD, juga
mempedomani antara lain sebagai berikut :

A,

wn

Penganggaran pecndapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2024 yvang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap
harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah

Republhik Indonesia pada tabhun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. melaksanakan percepatan penghapusan kerniskinan ekstrem di wilayah
kabupaten/kota melalui kegitan/subkepiatan antara lain:

a. rehabilitas: sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
di Luar Panti Sesial,

b. pemeliharaan anak-anak terlantar
pengelolaan pendidikan nonformal /kesetaraan:
d. pengelolaan pelavanan kesebhatan gizi masvarakart;

e. pencegahan dan penyelesaian perselisihan  hubungan industrial.
mogok kerja dan penutupan perusahaan di dacrah kabupaten/kota.

2. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil
musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara
musyawarah desa/kelurahan melalui kegitan/subkegiatan antara lain:

a. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota;

b. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkalan peran serta
masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten /kota.

3. percepalan penghapusan kemiskinan ekstrem. termasuk pemutakhiran
data penerima dengan nama dan alamat {by name by address) melalui
kegiatan/subkegiatan antara lain:

a. penvediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP
kewenangan daerah kabupaten/kota;

b. pemberdayaun dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya
dalam daerah kabupaten/kota; dan

¢. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

4. memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan  penghapusan
kemiskinan ckstrem kepada gubernur setiap 3 itiga) bulan sekali.
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C. Menindaklanjuti  Surat Edaran  Menteri Dalam Negeri  Nomor

F.

900.1.9.1/5252/5.] tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024 tanggzal 29 September 2023, maka  Pemerintah
Kabupaten Agam agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk
Hibah Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sesuaj
kebutuhan di APBD TA. 2024, Bila ketentuan tersebul tidak dipenuhi dan
ditindaklanjuiti maka nomoer register untuk penetapan Perda APBD 2024
tidak akan diberikan. Untuk itu, pada saat pemerintah Kabupaten Agam
menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menvertakan
dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data
pembanding untuk penerbitan atau tiduk menerbitkan nomor register pada
APBD 2023. Dokumen resmi tersebut berupa salinan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD} tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penvyelenggaraan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 antara Bupati Agam
dengan Ketua KPU dan Keiua Bawaslu Kabupaten Agam.

Dalam rangka peningkatan kualitas penvusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran tahunan daerah. serta untuk menjamm konsistensi dan
ketcrpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasiikan
APBD yang berkualitas serta menjamin kKepatuhan terhadap kaidah-kaidah
perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP
sebagal  gquuflity  assurance  untuk  melakukan  reviu alas  dokumen
perencanaan dan penganggaran dacrzh yakni reviu atas RKPD, Rencana
kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait
dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP.
Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS scrta RKA-SKPD
disampaikan kepada OGubemur scbagar wakil Pemerintah Pusat dan
dittmbuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling
lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai ditaksanakan.

Pemerintah  kabupaten Agam apar memaslikan ketersediaan alokasi
anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
bagi non PNS vang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraluran
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan
Pemcrintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyvelenggaraan Program JKK
dan JKM scbagaimana diubah dengan Peraturan Pemcerintah Nomor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2015, dimana kmieria pekeria yang bekerja pada pemberi  kerja
penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga
Kepga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tatla Cara Penvelengparaan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

Pemerintah Kabupaten Agam agar melakukan langkah-langkah percepatan
pelaksansan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis
baterai [(Battery Electric Vehicle) sebagai kcendaraan dinas operasional
dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintabhan daerah.
sebagaimana dimaksud dalam amanat Insuruksi Presiden Nomor 7 Tahun
2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermetor Listrik Berbasis Baterai
(Battery Electric Vehiclel Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau
Kendaraan Pecrorangan Dinas Instansi Pemenntah Pusat Dan Pemerintahan
Davrah,



.

G. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 2023, hal Tuan Rumah
Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) dan Ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat
(Satlinmas) Tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk
sebagal tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut maka Wali Kota
Payakumbuh agar mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan peringatan HUT
Satpol PP Ke-74 dan Satlinmas Ke-62 Tingkat Nasional Tahun 2024 di
Sumatera Barat. Untuk itu diminta Wali Kota Payakumbuh menyiapkan dan
memastikan ketersediaan anggaran yang memadai pada APBD Tahun
Anggaran 2024 untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan dimaksud.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

~ STEMPEL PARAF u| MAHYELDI




